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Wanprestasi yang terjadi umumnya karena nasabah (debitur) tidak
membayar tepat pada waktunya, membayar tepat waktu tetapi tidak sesuai
jumlahnya, atau berhenti membayar angsuran. Terhadap peristiwa tersebut, bank
selaku kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Agama.
Apabila Pengadilan Agama memutuskan bahwa nasabah telah melakukan
perbuatan wanprestasi, maka pengadilan menjatuhkan putusan yang pada
pokoknya menghukum nasabah untuk membayar ganti rugi (melunasi sisa hutang
dan sisa margin keuntungan) yang belum dibayar. Setelah Peneliti melakukan
penelusuran di Direktori Putusan Mahkamah Agung, Peneliti menemukan dua
putusan dengan kasus posisi yang mirip (identik) namun melahirkan putusan akhir
yang berbeda dalam menghitung sisa hutang dan sisa margin keuntungan, yakni
Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME (Pengadilan Agama Muara Enim) dan
Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt (Pengadilan Agama Purwokerto). Pada
Putusan Pengadilan Agama Muara Enim, jumlah sisa hutang yang ditetapkan
dalam putusan berbeda dengan jumlah yang digugat oleh pihak bank (kreditur).
Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto, jumlah yang dituntut
oleh kreditur sama dengan yang diputuskan oleh pengadilan.
Adapun permasalah yang menjadi dasar pertanyaan dalam penelitian ini
adalah Apa pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Enim
dan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto tersebut? Dan Bagaimana analisis
hukum ekonomi syari’ah terhadap kedua putusan tersebut? Sehingga tujuan akhir
dari penelitian ini diharapkan mampu untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut
sebagai sebuah kesimpulan dari penelitian ini. Sedangkan pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori maslahah
mursalah.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kedua putusan tersebut memiliki
kesamaan tujuan, yakni untuk menjaga agar perhitungan ganti rugi terhadap
perbuatan wanprestasi akad murabahah dihitung secara tetap, berdasarkan isi akad
dan prinsip-prinsip syari’ah Islam. Baik Putusan Pengadilan Agama Muara Enim
maupun Pengadilan Agama Purwokerto, masing-masing menggunakan dasar
hukum yang relatif sama dalam memutus perkara gugatan wanprestasi akad
murabahah, yakni berdasarkan atas Akad yang telah dibuat dan ditandatangani
oleh pihak-pihak yang berakad, kemudian diperkuat dengan ayat-ayat al-Qur’an,
al-Hadis, KUH Perdata, KHES, Undang-undang, serta peraturan-peraturan lain
yang terkait.
Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan
Agama Muara Enim dan Pengadilan Agama Purwokerto mampu
mempresentasikan penerapan prinsip-prinsip syari’ah dalam penyelesaian
sengketa akad-akad syari’ah. Dengan demikian, diharapkan para pelaku usaha dan
pengguna jasa di bidang bisnis syari’ah, dapat merasakan adanya kepastian hukum

















A. Konsonan Tunggal 
Sebagai fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan 
Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan 
sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini 
disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 ba‘ b Be ب
 ta' t Te ت
 (s\a s\ es (titik di atas ث
 Jim j Je ج
 (h}a‘ h{ ha (titik di bawah ح
 kha' kh ka dan ha خ
 Dal d De د
 (z\al z\ zet (titik di atas ذ
 ra‘ r Er ر
 Zai z Zet ز
 Sin s Es س
 Syin sy es dan ye ش
 (s}a>d s}} es (titik di bawah ص
 (d}a>d d{ de (titik di bawah ض
 (t}a'> t} te (titik di bawah ط
 (z}a>' z} zet (titik di bawah ظ
 ‘ ain‘ ع
koma terbalik ( di 
atas) 




 fa‘ f Ef ف
 Qaf q Qi ق
 Kaf k Ka ك
 Lam l El ل
 Mim m Em م
 Nun n En ن
 Wawu w We و
 ha>’ h H هـ
 hamzah ’ Apostrof ء
 ya' y Ye ي
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 
(monoftong) dan vokal rangkap (diftong). 
1. Vokal Tunggal 
Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau 
harakat, adalah sebagai berikut: 
Tanda  Nama  Huruf Latin  Nama 
     َ   fath}ah          a       a 
  َ      kasrah          i       i 
  َ       d{ammah         u       u 
Contoh: 
ئ ل     - س   su’ila        ذ ك ر  -   z\ukira 
2. Vokal Rangkap 
Transliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan gabungan 
antara harakat dan huruf, berupa gabungan huruf. 
Tanda        Nama       Huruf Latin  Nama 
َ       ى   fath}ah dan ya               ai                 a dan i 





كيْف    َ  : kaifa   ْين ر   jaraina : ج 
ر   ة   aisara : ا ْيس        laumata : ل ْوم 
ْول    qaula : ق ْول   h{aula : ح 
C. Maddah 
Transliterasi maddah atau vokal panjang, yang dilambangkan berupa huruf 
dan harakat, berupa huruf dan tanda. 
Tanda           Nama             Huruf dan Tanda                 Nama 
َ     ا  ى    َ  fath}ah dan alif atau alif \          a>            a dengan garis di atas 
َ    ى                    kasrah dan ya                        i@            i  dengan garis di atas 
و   َ            d}ammah dan wawu                 u>          u  dengan garis di atas 
Contoh: 
ن ك   ق ال      ْبح  س  : qa>la subh}a>naka ن اف ع   ف ْيه ا م   : fi>ha> mana>fi’u 
ام    ان   ص  م ض  ر   : sa>ma ramad}a>na    ا ي ْكت ب ْون ْون   م  ي ْمك ر   : yaktubu>na ma> 
yamkuru>na 
م ى  ي ْوس ف   إ ْذق ال   <rama :   ر   : iz\ qa>la yu>sufu  
 
D. Ta’ Marbuthah 
Transliterasi untuk ta’ marbut}ah ada dua: 
1. Ta> Marbut}ah hidup. Transliterasi ta>’ marbut}ah yang hidup atau mendapat 
harakat fath}ah, kasrah dan d}ammah, adalah /t/ 
2. Ta>’ Marbut}ah mati. Transliterasi ta>’ marbut}ah yang mati atau mendapat harakat 
sukun, transliterasinya adalah /h/ 
Contoh:     
ة    ْوض  ْاأل ْطف الْ  ر   : raud}}ah al-at}fa>l atau raud}atul-atfa>l 





E. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 
tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydi>d, dalam transliterasi ini dilambangkan 
dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan  huruf yang diberi tanda syaddah itu. 
Contoh: 
بَّن ا    ر   : rabbana>   ْيل جِّ  sijjilin : س 
ج    كِّر   al-h}ajju : ا ْلح   z\ukkira : ذ 
 
F. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 
 Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata  .”ال“
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti 
oleh qamariyyah. 
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya  yaitu /l/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang 
langsung mengikuti kata sandang itu. 
Huruf-huruf syamsiyah ada empat belas buah, yaitu: 
 .t  8 : ت .1
 ش
: sy 
 .s\  9 : ث .2
 ص
: s} 
 {d : ض .d  10 : د .3
 {t : ط .z\  11 : ذ .4
 {z : ظ .r  12 : ر .5
 l : ل .z  13 : ز .6
 n : ن .s  14 : س .7
 
Contoh: 
اب    asy-syamsu : ا لشَّْمس    at-tawwa>bu : ا لتَّو 




2. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.  
Huruf-huruf qamariah ada empat belas buah, yaitu: 
 f : ف .a,i,u  8 : ا .1
 {q : ق .b  9 : ب .2
 k : ك .j  10 : ج .3
 m : م .h}  11 : ح .4
 w : و .kh  12 : خ .5
 h : هـ .13  ‘ : ع .6
 y : ى .g  14 : غ .7
 
Contoh: 
ْين   ْاال م   َ  : al-ami>nu    ْين  al-‘ainu : ا ْلع 
ْيع    al-faqru : ا ْلف قْر   al-badi>‘u : ا ْلب د 
ْير   ك ْيل   al-khairu : ا ْلخ   al-waki>lu : ا ْلو 
Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-). 
 
G. Hamzah 
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal 
kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa  alif. 
Contoh :  
ذ ْون   ta’khuz : ت أْخ  \u>na    اء ه د   asy-syuhada>’u : ا لش 
ب ه ا ف أْت    : fa’tibiha>   اء  an-na‘ma>’u : ا لنَّْعم 
ـْئ    inna : إ نَّ   syai’un : ش 




H. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), ism atau h}arf, ditulis 
terpisah. Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah 
lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan 
juga dengan kata lain yang mengikutinya. 
Contoh: 
ْير   ل ه و   للا   ا نَّ و      ق ْين   خ  از  الرَّ - Wa inna Alla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n   
ْيم   اه  ل ْيل ا ْبر   Ibra>hi>m al-khali>l -            اْلخ 
ْيل   ف ا ْوف ْوا ان   اْلك  ْيز  اْلم   Fa aufu> al-kaila wa al-mi>za>na -     و 
لل   لى   و  ج   النَّاس   ع   Wa lilla>hi ‘ala an-na>si h}ijju al-baiti -  ت  اْلب يْ  ح 
ن   ب ْيلا  ا ل ْيه   اْست ط اع   م  س    - man istat}a>’a ilaihi sabi>lan 
 
I. Huruf Kapital 
ا م  د   و  مَّ ح  س ْول   ا الَّ  م  ر   
: Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>lun 
ْهر   ان   ش  م ض  اْلق ْران   ف ْيه   ا ْنز ل   الَّذ ى ر   
: Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-
Qur’a>nu 
ل ق دْ  اه   و  ب ْين   ب ااْل ف ق   ر  اْلم   
: Wa laqad ra’a>hu bi al-ufuq al-mubi>ni 
ْمد   بِّ  لل   ا ْلح  ْين   ر  ال م  اْلع   
: Al-H{amdu li Alla>hi rabbi al-‘a>lami>na 
 
 Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Kuruf kapital, seperti yang 
berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain 
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. 
Apabila nama diri itu didahului oleh kata  sandang, maka yang ditulis dengan 
huruf kapital adalah awal huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya.  




Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 
Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan 
dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harakat 
yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
ن   ن ْصر   ف ْتح   للا   م  ق ر ْيب   و    - nas}run minalla>hi wa fathun qari>b 
ا لل      ْيعا م  ج   lilla>hi al-amru jami>’an -  ْاال ْمر 







يُللُهُاَْلَحْمدُ  اُاـَومََُُذالههُ َُهَداَناُالَّذه نَّ يَُُك   َُُهَداَناُأَنَُُْلْوَلُُلهَنْهَتده
ُللّا 
ْيكََُُواْحَده ُللا ُُاهلَُُّهَُاهلُ ُۤلُُاَنَُُْهدُ ـاَشُُْ دُ ُاَنََُُّهدُ ـاَشُُْوََُُله ،َُلَشره َحمَّ ه ُم  ُـْول هُ َوَرسُ َُعْبد 
 َبْعَده ُُيَُّــَنبُهَُلُُ
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A. Latar Belakang 
Akad merupakan dasar dari sebuah transaksi, terlebih lagi akad dalam 
bidang bisnis syariah. Istilah akad sendiri sudah lama digunakan dalam bidang 
mu’amalah, bahkan sejak zaman klasik, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa 
penggunaan kata akad sudah sangat baku.
1
 Kata akad atau aqad diambil dari 
Bahasa Arab yang artinya adalah “ikatan”, “kewajiban, “kontrak” atau dapat juga 
diartikan sebagai “perjanjian”.
2
 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 
maksud dari kata akad adalah aktifitas untuk mengadakan ikatan atau persetujuan. 
Sedangkan pengertian akad menurut Sayyid Sabiq adalah: 
 والتفاق الرباط معناه العقد
Artinya : 
Akad berarti ikatan dan persetujuan. 
Pada sebuah akad, apabila ada salah satu ataupun kedua belah pihak yang 
terlibat dalam akad tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak 
yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut harus menerima sanksi seperti 
apa yang telah disepakati/diperjanjikan.
3
 Akad juga dapat didefinisikan sebagai 
pertalian antara ijab dan qabul, sesuai dengan maksud yang hendak dicapai oleh 
syari’at pada objek perikatan tersebut.
4
 
Dalam praktek Perbankan Syari’ah, murabahah didefinisikan sebagai 
sebuah akad jual-beli dengan ketentuan bahwa harga asal akan ditambah dengan 
keuntungan untuk dapat menjadi harga jual baru dalam bingkai akad murabahah. 
Dengan demikian, maka penjual berkewajiban untuk memberitahukan harga 
                                                                   
1
 Mu’adil Faizin, Hukum,Perikatan,Islam,di,Indonesia (Lampung: Pustaka,Warga,Press, 
2020), h. 4. 
2
 Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, Mu’jam,Maqayis,al-Lughah (Beirut: 1994), h. 
679. 
3
 Adiwarman A. Karim, Bank,Islam,Analisis,Fiqih,dan,Keuangan, Ed. III (Jakarta: Raja 
Grafindo, 2007), h. 65. 
4
 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar,Fiqh,Muamalah, Ed. 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 
1997), h. 21. 
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pokok atau harga asal perolehan, baru setelahnya dapat menentukan suatu tingkat 
(margin) keuntungan sebagai tambahannya.
5
  
Dalam prakteknya, produk murabahah pada Bank Syari’ah merupakan 
produk pembiayaan dengan skema di mana pihak bank berperan sebagai mediator 
antar-pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini adalah pihak nasabah 
dengan penjual asal. Maksudnya adalah apabila seorang nasabah menginginkan 
untuk memiliki atau membeli sesuatu barang, sedangkan nasabah tersebut belum 
memiliki dana yang cukup untuk mendapatkannya, maka pihak bank dalam hal ini 
memberikan fasilitas pembiayaan dengan cara membeli barang yang diinginkan 
oleh nasabah terlebih dahulu secara tunai, kemudian pihak bank menjual kembali 
barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang disepakati, yakni harga asal 
pembelian bank dari penjual dan ditambah dengan keuntungan untuk pihak bank 
sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan tersebut dapat dilakukan oleh pihak bank 
dengan pihak nasabah dalam negosisai yang terjadi sebelum transaksi jual-beli 
dilaksanakan. 
Sebagai salah satu produk Bank Syariah, pembiayaan dengan skema 
murabahah juga tidak lepas dari berbagai masalah yang menyertainya. Salah satu 
masalah yang sering terjadi dalam akad murabahah adalah terjadinya jidera janji / 
ingkar janji atau yang sering disebut dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi 
adalah pelaksanaan kewajiban oleh salah satu pihak yang tidak tepat pada 
waktunya, atau dilakukan tetapi tidak menurut selayaknya. Seorang debitur dapat 
dikatakan wanprestasi dalam akad apabila telah lalai dengan tidak melakukan 




Berdasarkan peristiwa tersebut, bank selaku kreditur dapat mengajukan 
gugatan wanprestasi ke Pengadilan Agama. Apabila Pengadilan Agama 
memutuskan bahwa nasabah telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka 
pengadilan akan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menghukum nasabah 
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 Darmawati H, “Akad,Dalam,Transaksi,Ekonomi,Syari’ah,” Jurna,Sulesana, Vol. 12, No. 2 
(Makassar: 2018), h. 163. 
6
 M. Yahya Harahap, Segi-segi,Hukum,Kontrak (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), h. 78. 
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untuk membayar ganti rugi dan atau melunasi sisa hutang yang belum dibayar 
kepada bank susuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.  
Untuk itu, peneliti melakukan penelusuran putusan-putusan pada 
Pengadilan Agama di seluruh Indonesia melalui situs resmi Direktori Putusan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia
7
 untuk mendapatkan beberapa putusan 
Pengadilan Agama yang mengadili sengketa di bidang ekonomi syari’ah, 
khususnya yang berkaitan dengan gugatan wanprestasi akad murabahah.  
Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, Peneliti menemukan dua 
putusan Pengadilan Agama yang memiliki kemiripan kasus atau identik. yaitu 
Putusan pada Pengadilan Agama Muara Enim dalam Register Nomor 
0945/Pdt.G/2014/PA.ME
8
 dan Putusan pada Pengadilan Agama Purwokerto 
dalam Rergister Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt
9
. Kedua  putusan tersebut 
sama-sama mengadili sengketa gugatan wanprestasi terhadap akad murabahah, 
yang sama-sama pula diajukan oleh pihak kreditur, dalah hal ini Bank Syari’ah. 
Namun dari persamaan kasus tersebut, ternyata peneliti menemukan perbedaan 
dalam putusannya. Adapun perbedaan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
Pertama adalah Putusan Pengadilan Agama Muara Enim, dalam putusan 
tersebut hakim mengoreksi jumlah tuntutan ganti rugi dan sisa hutang yang 
digugat oleh pihak bank kepada nasabahnya karena telah melakukan perbuatan 
wanprestasi. Bank menggugat nasabah untuk membayar sisa pokok sejumlah 
Rp37.339.581,00 ditambah margin keuntungan yang belum dibayar 
Rp21.906.405,00 ditambah ganti rugi Rp3.724.089,00 yang totalnya menjadi 
sejumlah Rp62.970.075,00. Sedangkan pengadilan memutuskan dengan 
mengoreksi kewajiban nasabah kepada Bank dengan perhitungan sisa pokok 
Rp37.500.000,00 ditambah margin keuntungan Rp22.950.000,00 yang totalnya 
menjadi Rp60.450.000,00 tanpa mengabulkan tuntutan ganti rugi yang sejumlah 
Rp3.724.089,00 tersebut. 
                                                                   
7 Seluruh Putusan yang telah diputus oleh Pengadilan yang ada di Indonesia dapat ditelusuri 







Putusan kedua, adalah Putusan Pengadilan Agama Purwokerto, dalam 
putusan yang kedua ini pengadilan mengabulkan gugatan dari pihak bank persis 
seperti jumlah yang digugat oleh bank tersebut, dengan ilustrasi bahwa Bank 
menggugat nasabah untuk membayar sisa pokok Rp93.499.443,00 ditambah 
margin keuntungan yang belum dibayar Rp58.951.395,00 ditambah biaya 
pengadaan proses penagihan Rp2.500.000,00 yang totalnya menjadi sejumlah 
Rp154.950.838,00. Atas gugatan pihak bank, pengadilan memutuskan bahwa sisa 
pokok sejumlah Rp93.499.443,00 ditambah margin keuntungan yang belum 
dibayar Rp58.951.395,00 yang totalnya menjadi sejumlah Rp152.450.838,00 
tanpa mengabulkan gugatan biaya pengadaan proses penagihan sejumlah 
Rp2.500.000,00. 
Berdasarkan kedua putusan di atas, dapat ditarik kesimpulan sementara 
bahwa antara Putusan hakim pada Pengadilan Agama Muara Enim dan putusan 
hakim pada Pengadilan Agama Purwokerto terjadi perbedaan dalam menghitung 
jumlah ganti kerugian (sisa hutang dan sisa margin keuntungan) yang seharusnya 
dibayarkan oleh nasabah kepada bank. 
Keberanian hakim Pengadilan Muara Enim dalam mengoreksi jumlah 
tuntutan pihak Penggugat (bank), merupakan hal yang jarang dijumpai dalam 
sebuah putusan di Pengadilan Agama. Hal ini sangat menarik untuk dianalisis dan 
diteliti, terlebih lagi saat ini bisnis syariah sedang tumbuh pesat di Indonesia dan 
masih sangat jarang terjadi sengketa yang diselesaikan melalui jalur litigasi di 
Pengadilan Agama. 
Namun demikian, putusan Pengadilan Agama Purwokerto juga tidak kalah 
penting untuk diteliti sebagai bahan perbandingan atau komparasi, mengingat 
kedua putusan tersebut memiliki karakteristik yang sama, yakni sama-sama 
bersumber dari akad murabahah, kemudian terjadi perbuatan wanprestasi oleh 
debitur, yang akhirnya digugat di Pengadilan Agama. Akan tetapi, kedua perkara 
yang memiliki kemiripan tersebut dapat melahirkan produk (putusan) yang 
berbeda. Perbedaan tersebut belum diketahui secara pasti apakah berbeda secara 
substansi atau hanya sebatas perbedaan pada angkanya saja. 
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Hakim memiliki kemandirian dalam memutus sebuah perkara. Sehingga, 
dapat memberikan pertimbangan dan pendapat hukumnya dengan memperhatikan 
sumber-sumber hukum yang ada maupun argumentasi hukum hakim itu sendiri. 
Sehingga lazim ditemui dalam kasus yang mirip, dapat melahirkan putusan yang 
berbeda. Hal tersebut terjadi karena dalam setiap kasus atau peristiwa hukum, 
pasti memiliki teks dan konteks yang berbeda antara satu kasus dengan kasus 
yang lainnya. Itulah dalam setiap kaki gugatan di pengadilan, pasti dicantumkan 
klausul “et equo et bono”, yang artinya, apabila Hakim berpendapat lain mohon 
putusan yang seadil-adilnya. Yang sederhananya difahami bahwa putusan hakim 
tidak harus persis dengan bunyi tuntutan ataupun gugatan. 
Peneliti memandang bahwa hal tersebut selama ini kurang menarik 
perhatian para peneliti lainnya. Dalam penelusuran yang dilakuakan oleh peneliti, 
umumnya peneliti terdahulu masih tertarik pada penelitian tentang kewengan baru 
Pengadilan Agama di bidang bisnis syari’ah, atau penelitian mengenai prosedur 
pemeriksaan serta penyelesaian sengketa, belum ditemukan penelitian tesis yang 
melakukan studi komparasi putusan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara 
ekonomi syari’ah, khususnya gugatan wanprestasi terhadap akad murabahah. 
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk 
menganalisis perbandingan antara Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME 
dengan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt, terutama terkait dengan metode 
dan argumentasi hukum yang digunakan dalam penghitungan ganti rugi dan sisa 
hutang atas perbuatan wanprestasi akad murabahah antara debitur dengan kreditur. 
Adapun judul penelitian tesis ini adalah “ANALISIS HUKUM EKONOMI 
SYARI’AH TENTANG GUGATAN WANPRESTASI AKAD 
MURABAHAH DI PENGADILAN AGAMA (Studi Perbandingan Pada 




Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, selanjutnya peneliti perlu 
melakukan identifikasi masalah yang akan menjadi obyek penelitian, kemudian 
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membuat batasan masalah agar penelitian dapat lebih fokus dan tidak melebar, dan 
selanjutnya akan ditetapkan apa saja yang akan menjadi rumusan masalah dalam 
penelitian ini. 
1. Identifikasi Masalah. 
Adapaun identifikasi masalah yang berhasil peneliti iventaris untuk menjadi 
pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Pada akad Murabahah tidak menutup kemungkinan terjadinya peristiwa 
wanprestasi, baik oleh kreditur maupun oleh debitur. 
b. Apabila terjadi wanprestasi, pihak yang merasa dirugikan dapat 
melakukan prosedur penyelesaian sengketa malalui jalur litigasi maupun 
non-litigasi, dalam hal pihak-pihak memilih untuk menempuh jalur 
litigasi, dapat dilakukan di Pengadilan Agama. 
c. Terhadap perkara wanprestasi akad murabahah, antara putusan hakim 
yang satu dengan putusan hakim yang lainnya dapat terjadi perbedaan 
bunyi putusannya (Amar Putusan), tergantung pertimbangan hukum dari 
hakim yang mengadilinya. 
d. Perlu dikaji secara mendalam mengapa pertimbangan hukum dalam 
putusan pengadilan dapat terjadi perbedaan antar satu putusan dengan 
putusan lainnya. 
 
2. Batasan Masalah  
Agar penelitian ini dapat lebih terarah dan tidak meluas, sehingga 
menyebabkan ketidakjelasan dalam analisis dan pembahasan, maka berdasarkan 
identifikasi permasalahan di atas, Peneliti membatasi masalah yang akan diteliti 
dalam poin-poin sebagai berikut: 
a. Akad murabahah sebagai salah satu produk perbankan syaria’ah. 
b. Konsep Perbuatan cidera janji atau wanprestasi dalam hukum perdata 
umum maupun dalam hukum ekonomi syairah. 
c. Prosedur penyelesaian peristiwa wanprestasi terhadap akad murabahah 
secara litigasi di Pengadilan Agama. 
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d. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap gugatan 
wanprestasi akad murabahah. 
e. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap putusan Pengadilan Agama 
dalam menyelesaikan gugatan wanprestasi akad murabahah. 
3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan yang telah diuraikan di atas, 
selanjutnya dapat dirumuskan masalah inti yang akan dikaji dalam penelitian ini, 
adapun rumusan masalah yang penulis sajikan adalah sebagai berikut: 
1. Apa pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Muara 
Enim Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan Pengadilan Agama 
Purwokerto Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt Tentang Gugatan 
Wanprestasi Akad Murabahah? 
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap Putusan 
Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan 
Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 
2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt Tentang Gugatan Wanprestasi Akad 
Murabahah? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat 
dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama 
Muara Enim Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan Pengadilan 
Agama Purwokerto Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt Tentang Gugatan 
Wanprestasi Akad Murabahah. 
2. Mengkaji analisis hukum ekonomi syariah terhadap Putusan Pengadilan 
Agama Muara Enim dan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto 
tersebut. 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan 
manfaat-manfaat sebagai berikut : 
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1. Menjadi kontributor pemikiran, dan memperkaya khazanah keilmuan 
bidang hukum, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. 
2. Menambah wawasan terkait penyelesaian gugatan wanprestasi terhadap 
akad murabahah melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama, khususnya 
mengenai sistem perhitungan ganti rugi dan pelunasan sisa hutang dalam 
pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama.  
3. Menjadi rujukan para mahasiswa, sarjana, praktisi hukum, para mediator 
di bidang sengketa ekonomi syari’ah, dan terutama bagi pelaku usaha di 
bidang bisnis syariah itu sendiri.  
 
D. Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran 
1. Kerangka Teori 
a. Teori Kepastian Hukum 
Sebuah tulisan dari hasil penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah, oleh sebab itu maka penelitian harus pula didasarkan pada satu atau 
beberapa teori yang sudah ada sebelumnya. Dalam mengkaji dan menganalisis 
sebuah putusan pengadilan, umumnya digunakan tiga asas dasar yang menjadi 
pedoman dalam mengukur sebuah putusan pengadilan tersebut. Adapaun ketiga 
asas dasar tersebut adalah asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian 
hukum. 
Khusus mengenai asas kepastian hukum, awalnya gagasan tersebut 
dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “einführung in 
die rechtswissenschaften”. Dalam bukunya tersebut, Radbruch menuliskan bahwa 
di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yaitu nilai keadilan (Gerechtigkeit), 
kemanfaatan (Zweckmassigkeit), serta kepastian hukum (Rechtssicherheit).
10
  
Meskipun asas hukum merupakan jantung dari suatu peraturan hukum, akan 
tetapi asas hukum ataupun norma hukum tidak dapat disamakan dengan hukum 
positif itu sendiri. Asas hukum hanya memiliki sifat mengatur dan menjelaskan 
(eksplanasi), yang tujuannya hanya memberi ikhtisar, sehingga tidak bersifat 
                                                                   





 Oleh karena itu asas hukum bukanlah hukum positif, sehingga tidak 
dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum 
yang ada. Secara khusus, Van Eikema Hommes memberikan penegasan bahwa asas 
hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi 




Menurut Margono, putusan hakim selayaknya harus dapat memberikan rasa 
kepastian hukum dengan tidak meninggalkan aspek rasa keadilan dan 
kemanfaatan.
13
 Masyarakat sangat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena 
dengan adanya kepastian hukum diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih 
tertib. Hukum bertugas untuk menciptakan adanya sebuah kepastian dan ketertiban, 




Secara teori, asas kepastian hukum tidak boleh menghadirkan kesan bahwa 
ada aturan hukum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, 
hukum harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga mudah untuk dimengerti dan 
difahami oleh masyarakat secara umum, tidak ekslkusif yang hanya dimengerti 
oleh kalangan tertentu saja. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat 
diarahkan untuk bersikap lebih positif dan optimis dengan hukum negara yang telah 
ditetapkan. 
Asas kepastian hukum juga sangat erat kaitannya dengan asas legalitas. 
Artinya, hukum yang ditetapkan dengan tujuan untuk menertibkan dan 
menciptakan ketertiban di masyarakat harus diketahui oleh masyarakat itu sendiri, 
sehingga semua ketetapan baik yang berupa perintah, anjuran maupun larangan 
dapat dimengerti dan ditaati oleh masyarakat. 
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Dengan demikian, maka hukum diharapakan mampu menciptakan 
"keteraturan" (regularity) dan "kepastian" (certainty), sehingga sistem hukum itu 
dapat bekerja dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.
15
 Sehingga tujuan dari 
adanya kepastian hukum tersebut dapat dicapai yaitu untuk melindungi 
kepentingan umum sekaligus kepentingan individu, yang pada akhirnya hukum 
dapat menjalankan fungsinya sebagai motor penegakan keadilan bagi masyarakat 
(order), mampu meningkatkan rasa kepercayaan warga negara kepada pemerintah, 
dan menegakkan wibawa negara dihadapan warga negaranya.
16
 
Lord Lloyd lebih tegas lagi mengungkapkan bahwa:
17
“…law seems to 
require a certain minimum degree of regularity and certainty ,for without that it 
would be impossible to assert that what was operating in a given territory 
amounted to a legal system”. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa tanpa 
adanya kepastian hukum masyarakat akan selalu gamang dalam setiap langkah dan 
tindakannya, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian (uncertainty) yang pada 
akhirnya dapat menimbulkan kekerasan (chaos) akibat dari ketidaktegasan sistem 
hukum yang ada. Oleh sebab itu secara sederhana dapat disimpulkan bahwa 
kepastian hukum dapat diwujudkan dengan jalan pemberlakuan sistem hukum yang 
jelas, tetap dan konsisten. 
Pada dasarnya terdapat banyak asas-hukum yang menjadi landasan 
membentuk sebuah peraturan hukum. Namun penelitian kali ini tidak akan 
membahas mengenai asas-asas pembentuk peraturan hukum tersebut satu-persatu, 
melainkan hanya akan difokuskan pada salah satu asas yakni Asas Kepastian 
Hukum, asas inilah yang menurut Gustav Radbruch kemudian disebut sebagai nilai 
dasar hukum. 
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 Mirza Satria Buana, HubunganiTarik-MenarikiAntaraiAsasiKepastianiHukum (Legal 
Certainpi) DenganiAsasiKeadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah 
Konstltusi, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010, h. 3. 
16
 A. Ridwan Halim, EvaluasiiKuliahiFilsafatiHukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), h. 
166. 
17
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AntaraiAsasiKepastianiHukum (Legal Certainpi) DenganiAsasiKeadilan (Substantial Justice) 
Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi, (Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum 
Universitas Islam Indonesia, 2010), h. 34. 
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Selain dari sudut pandang hukum positif, asas kepastian hukum juga dapat 
ditemukan dalam doktrin-doktrin Hukum Islam, yang tujuan akhirnya juga tidak 
berbeda dari asas kepastian hukum dalam sistem hukum positif, yakni agar hajat 
hidup manusia dapat berjalan sebagaimana semestinya. Berikut ini adalah beberapa 
ayat yang terkait dengan konsep kepastian hukum dalam Islam tersebut.  
1. Al-Qur’an Surat Al-Isra>’ (17) ayat 15: 
                                      
         .    
Artinya :  
Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka 
sesungguhnya ia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan 
barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya ia tersesat bagi (kerugian) 
dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang 
lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang 
rasul. 
2. Al-Ma>’idah (5) ayat 95: 
                                        
                               
                                .    
Artianya : 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang 
buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu 
membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan 
binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut 
putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa 
sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi 
makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang 
dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. 
Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barangsiapa yang kembali 
mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi 
mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.  
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Berdasarkan kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa asas kepastian 
hukum maksudnya adalah bahwa tidak ada suatu perbuatanpun dapat dihukum, 
kecuali atas ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang sudah 
ada dan berlaku untuk perbuatan itu.18 
Dalam kerangka hukum perdata, khususnya dalam bidang bisnis syariah, 
kepastian hukum sangat diperlukan untuk memberikan jaminan bagi para pelaku 
usaha dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Dengan adanya kepastian hukum, 
pihak-pihak yang berkaitan dalam pergaulan bisnis syariah akan lebih tenang dan 
merasa aman dalam bertransaksi dan berkontrak. 
Putusan pengadilan juga tidak lepas dari asas kepastian hukum tersebut. 
Pengadilan dituntut untuk mampu menjaga asas kepastian hukum tersebut melalui 
putusan-putusannya. Namun dalam putusan pengadilan tidak dapat dilihat 
serta-merta dari teks putusannya, tetapi juga konteksnya. Untuk melihat konteks 
sebuah putusan pengadilan, pertimbangan hukum adalah kuncinya. Dari 
petimbangan hukum tersebut, dapat diukur sejauh mana hakim dapat menuangkan 
ide-ide dan gagasan-gagasannya untuk membangun argumetasi hukum dari 
putusan yang akan dijatuhkannya. 
Pada penelitian kali ini, Peneliti akan memfokuskan pembahasan masalah 
dari sudut pandang Asas kepastian hukum untuk menganalisis Putusan Pengadilan 
Agama Muara Enim (Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME) dan Putusan Pengadilan 
Agama Purwokerto (Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt). Dari kedua putusan 
tersebut akan ditarik sebuah benang merah yang dapat dihubungkan dengan 
penerapan asas kepastian hukum, baik dari sisi keselarasan antar putusan, maupun 
antara kedua putusan tersebut dengan dampak yang ditimbulkannya bagi 
masyarakat secara luas. 
Dengan adanya kepastian hukum dari putusan-putusan yang dijatuhkan oleh 
Pengadilan terhadap sengketa di bidang ekonomi syari’ah, relatif lebih menjamin 
keberlangsungan perkembangan ekonomo syari’ah di Indoenesia, khususnya di 
bidang “Bisnis Syari’ah”. 
                                                                   
18  Anwar Harjono, HukumiIslam: KeluasanidaniKeadilannya (Jakarta: Bulan Bintang, 
1968), h. 155.   
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b. Maslahah Mursalah 
Tujuan dasar penerapan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia 
secara keseluruhan. Tolak ukur suatu maslahah adalah terwujudnya tujuan syara’ 
itu sendiri, atau yang sering disebut dengan istilah Maq<has}id Syari<’ah. 
Kemaslahatan tersebut baru dapat dicapai apabila kelima unsur pokok yang 
menjadi dasar penerapan hukum itu dapat diwujudkan dan dipelihara. yaitu yang 
berkaitan erat dengan keselamatan dan kesejahteraan umum yang meliputi 
pemeliharaan 5 (lima) hal, yang disusun berdasarkan skala prioritasnya, yaitu:
19
 
1. H}ifz}u al-Din (menjaga/memelihara agama) 
2. H}ifz}u al-Nafs (menjaga jiwa) 
3. H}ifz}u al-‘Aql (menjaga akal) 
4. H}ifz}u al-Nasl/al-’Irad (menjaga keturunan) 
5. H}ifz}u al-Mal (menjaga harta, baik dalam kepemilikan maupun dalam 
pencariannya).  
Berdasarkan skala-prioritas urgensi pemeliharaan lima hal di atas, 
memunculkan tingkatan-tingkatan maslahah yang dibagi atas tiga bagian yaitu:
20
 
1) Al-Maslahah al-D}aru>riyyah adalah kemaslahatan yang paling mendasar 
bagi kehidupan manusia, dan karena itu wajib ada dan dilaksanakan 
sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik di dunia 
maupun di akhirat. Dengan kata lain, jika kemaslahatan dharuriyyah ini 
tidak terwujud, niscaya kehidupan manusia akan punah. Oleh sebab itu 
kelima hal dasar yang berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan 
dan harta menjadi bagian dari kemaslahatan ini.  
2) Al-Maslahah al-H}a>jiyyah adalah segala hal yang menjadi kebutuhan 
primer manusia, agar dapat hidup bahagia dan sejahtera baik di dunia 
maupun di akhirat, serta dapat terhindar dari berbagai kesengsaraan. Jika 
kebutuhan primer ini tidak diperoleh, maka kehidupan manusia pasti akan 
                                                                   
19
 Hamka Haq, Al-Syathibi AspekiTeologisiKonsepiMaslahahiDalamiKitab al-Muwafaqat, 
(Jakarta: Erlangga, 2007), h. 95. 
20
 Ibid., h. 103-105. 
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mengalami kesulitan (masyaqat) meski tidak sampai menyebabkan 
kepunahan. 
3) Al-Maslahah al-Tah}siniyyah, merupakan kebutuhan hidup komplementer 
dan sekunder yang berguna untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup 
manusia itu sendiri. Jika kemaslahatan tahsiniyyah ini tidak dapat 
terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang 
sempurna dan kurang nikmat, meskipun tidak menyebabkan kesengsaraan 
dan kepunahan hidup. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 
kemaslahatan d}aru>riyyah harus lebih didahulukan dari kemaslahatan h}a>jiyyah, dan 
kemaslahatan h}a>jiyyah harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan 
tah}siniyyah. Dengan kata lain, maslahah mursalah merupakan kepentingan yang 
diputuskan berdasarkan konsep-konsep syari’ah yang mendasar. Karena tujuan 
dari syari’ah itu sendiri adalah untuk memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan 
yang lebih luas kepada masyarakatar, dan juga untuk mencegah adanya kerusakan 
(kemudzaratan). 
Berdasarkan ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa maslahah 
mursalah dapat menjadi sebuah landasan hukum yang dapat diaplikasikan dalam 
kehidupan sehari-hari, dengan catatan telah memenuhi syarat-syarat seperti yang 
disebut di atas. Dan yang lebih penting lagi, maslahah tersebut haruslah 
merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya 
masih prasangka, sehingga dapat menarik dan menghadirkan suatu kemanfaatan 
sekaligus menolak kemudzaratan. Kemaslahatan yang dimaksud juga harus 
mengandung kemanfaatan yang dapat dirasakan secara menyeluruh serta tidak 
menyimpang dari tujuan-tujuan yang terkandung dalam al-Qur’an dan al-Hadis. 
Sebagai sebuah metode penemuan hukum, maslahah mursalah harus 
memiliki dua dimensi yang harus tetap terjaga kemurniannya. Pertama, harus 
tunduk dan sesuai dengan isi dan kandunga nash-nash (al-Qur’an dan al-Hadis) 
baik secara tekstual maupun kontekstual. Kedua, harus mempertimbangkan 
kepentingan manusia yang selalu berkembang seiring dengan kemajuan zaman. 
Kedua dimensi di atas harus menjadi dasar pertimbangan dalam pembentukan 
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Hukum Islam. Karena bila kedua hal tersebut tidak seimbang, dikhwatirkan dalam 
melakukan istinbath hukum akan melahirkan kaidah-kaidah hukum yang kaku 
ataupun lebih cenderang mengikuti hawa nafsu. 
Al-Sya>thibi> berpandangan bahwa maslahah mursalah dapat dijadikan 
sebagai landasan hukum Islam apabila kemaslahatan tersebut sesuai dengan 
prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syar’i, yang secara ushul dan 
uru’iyah tidak bertentangan dengan nash. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan 
dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (muamalat) karena cenderung lebih 
dapat menerima rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. 
Sedangkan menurut jumhur ulama, maslahah mursalah dapat dijadikan 
sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:
21
 
1) Maslahah tersebut merupakan maslahah yang haqiqi dan nyata, bukan 
hanya berdasarkan prasangka belaka. Artinya, hukum yang dibangun 
berdasarkan nilai kemaslahatan yang benar-benar nyata barulah dapat 
membawa kemanfaatan dan menolak kemudaratan.  
2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan 
kemaslahatan yang khusus, baik untuk perseorangan ataupun kelompok 
tertentu. Karena sebuah kemaslahatan haruslah dapat dirasakan dan 
dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas, serta dapat menolak 
kemudzaratan yang lebih luas pula.  
3) Kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan 
yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadis, baik secara zahir maupun 
batin. Oleh karena itu, suatu kemaslahatan tidak akan bertentangan 
(kontradiktif) dengan nash. 
Dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum yang ilmiah dan obyektif, 
Syahrur berpandangan bahwa tidak boleh dilakukan apabila subyek dan obyek 
hukumnya memiliki keterkaitan dengan pemikiran masa lalu. Sehingga untuk 
dapat membangun hukum-hukum berdasarkan pada prinsip kepastian, tidak ada 
                                                                   
21
Amin Farih, KemaslahatanidaniPembaharuaniHukumiIslamiAbuiIshaqiIbrahim 
al-Syathibi, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 24. 
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jalan lain kecuali dengan jalan menjadikan tujuan-tujuan syariat (maq<has}id 
syari<’ah) dan kemaslahatan sebagai dasar dalam perumusan hukum tersebut.22 
Maq<as}id al-syari<’ah dapat dipahami sebagai Asra>r as-syari>’ah 
(rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara’), dilihat 
dari segi obyeknya, Muhammad Tahir bin Asyur (ahli us}u<l fiqh kontemporer 
Tunisia) membagi maq<as}id al-syari<’ah menjadi: 1) maq<as}id al-ammah 
(tujuan-tujuan umum). 2) maq<as}id al-khas}hah (tujuan-tujuan khusus) tujuan yang 
hendak dicapai syara’ dalam bab-bab atau topik-topik tertentu, misal perkawinan 
dan mu’amalah, 3) al- maq<as}id al-juz’iyah (tujuan yang hendak dicapai syara’ 
dalam menentukan hukum, seperti wajib, mubah, makruh, dll).
23
 
Secara khusus, dalam persoalan ekonomi, Islam lebih banyak memberikan 
prinsip dan kaidah umum dibandingkan menjelaskan secara detail tentang 
bagaimana tata cara bermu’amalah atau atau berbisnis secara syari’ah. 
sebagaimana kaidah yang berbunyi: 
 24ْصُل فِي الُمَعاَملَِة اإِلبَاَحةُ االَّ أَْن يَُد لَّ  َدلِْيٌل َعلَى تَْحِرْيِمهَااأل
Artinya: 
Segala sesuatu dalam mu’amalah itu diperbolehkan, kecuali ada dalil yang 
mengharamkannya. 
Oleh sebab itu, dalam Islam perkembangan teknis dan mekanisme 
mu‘amalah diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidangnya. Namun 
demikian, maq<has}id syari<’ah harus dijadikan dasar pembangunan dan 
pengembangan ekonomi Islam/Syari’ah, dengan tujuan utamanya adalah untuk 
kemaslahatan manusia serta menghindari kemudzaratan. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Islam sangat 
berkaitan erat dengan Maq<as}id Syari<’ah, khususnya adalah dalam hal perlindungan 
harta atau h}ifz}u al-mal. Maq<as}id Syari<’ah adalah dasar bagi pengembangan 
                                                                   
22
 Ridwan dan Muhammad Syahrur, LimitasiiHukumiPidanaiIslam, (Semarang: Walisongo 
Press, 2008), h. 84. 
23
 Abdul Azis Dahlan, Ensilkpedi Hukum Islam, IV: 1109. 
24 Abdurrahman Bin Abi Bakr As Suyuthi, Al Asybah Wa An Nadhair, Beirut: Daar Al Kitab 
Al Ilmiyah, tt., h. 60. 
 
17 
Ekonomi Islam karena bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan 
kemakmuran masyarakat secara luas, dengan cara menyeimbangkan peredaran 
harta secara adil dan merata. Sehingga harta yang kita miliki tidak hanya 
menghadirkan nilai yang tinggi, tetapi juga mendatangkan keberkahan dan 
kemaslahatan bagi kita dan juga bagi masyarakat secara luas.  
 
2. Kerangka Pemikira 
Berdasarkan latar belakang dan kerangka teori sebagaimana telah 
diuraikan di atas, selanjutnya peneliti perlu untuk membuat sebuah bagan 
sederhana sebagai gambaran umum atau kerangka pemikiran yang akan menjadi 
alur dalam penelitian ini. Diharapakan logika yang dibangun dalam penelitian kali 






Mengoreksi jumlah gugatan dari 
pihak bank 
Wanprestasi/cidera janji  
Putusan Nomor 
2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt 
Mengabulkan sebagaimana jumlah 
gugatan dari pihak bank 
 Apa pertimbangan Hakim dalam memutus 
masih-masing perkara tersebut?? 
 Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah 
terhadap permasalahan tersebut? 
Hasil Penelusuran pada Direktori Putusan Mahakamah Agung, ditemukan 2 
putusan yang identik permasalahannya (Gugatan Wanprestasi Akad 
Murabahah), namun melahirkan dua perhitungan yang berbeda dalam 
menentukan sisa hutang dan sisa margin keuntungan 
AKAD MURABAHAH 
(antara Bank dengan Nasabah) 
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E. Metode Penelitian 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk memperoleh data adalah 
library research (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan adalah suatu 
penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik 
dari perpustakaan maupun dari sumber-sumber lainnya. Literatur yang 
dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa 
dokumen-dokumen resmi (Akta), peraturan perundang-undangan, bahan-bahan 




Sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif/analisis komparatif. 
Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk 
menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini 
atau saat yang lampau. Dalam penelitian deskriptif, peneliti dapat membandingkan 
fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan studi komparatif. 
Adapun fokus dari penelitian ini adalah studi komparasi terhadap putusan 
Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan 
Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt.  
2. Sumber Data 
Data dalam penelitian ini termasuk data sekunder, yang terdiri atas 
bahan-bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 
1. Bahan hukum primer bersumber dari Putusan Pengadilan Agama Muara 
Enim Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME, dan Putusan Pengadilan Agama 
Purwokerto Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt yang didapat melalui 
penelusuran digital pada situs resmi Direktori Putusan Mahakmah 
Agung Republik Indonesia di alamat pencarian: 
www.putusan3.mahkamahagung.go.id/ 
                                                                   
25
 Hadari Nawawi, MetodologiiPenelitianiBidangiSosial (Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, 1998), h. 30. 
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2. Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan-bahan hukum yang 
digunakan oleh Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan 
terhadap kedua putusan tersebut di atas, yakni peraturan 
perundang-undangan terkait putusan, dalil-dalil hukum Islam yang 
tercantum dalam putusan, dokumen-dokumen persidangan dan alat-alat 
bukti yang digunakan dalam persidangan. 
3. Bahan hukum tersier peneliti gunakan untuk memperkuat analisis yang 
peneliti gunakan dalam penelitian ini, yang bersumber dari buku-buku 
hukum, jurnal hukum ekonomi syariah, dalil-dalil di bidang muamalah, 
dan publikasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 
 
3. Metode Pengumpulan Data 
Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka 
pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan menganalisis 
data-data yang bekaitan dengan masalah yang diteliti, terutama yang berkaitan 
dengan Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan Nomor 
2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt Tentang Gugatan Akad Murabahah.   
 
4. Metode Pengolahan Data 
Menjelasksan metode pengolahan dan analisis data sesuai dengan 
pendekatan yang dilakukan. Metode pengolah data dalam penelitian ini dilakukan 
dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak 
tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi 
data. Dengan demikian, maka data yang telah terkumpul kemudian diolah melalui 
tahapan sebagi berikut : 
a. Editing (pemeriksaan data) 
Editing adalah upaya yang dilakukan peneliti dalam meneliti data-data yang 
telah diperoleh, terutama dalam hal kelengkapan halaman, keterbacaan tulisan, 
kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain
26
. Dalam 
                                                                   
26
 AbuiAchmadi dan CholidiNarkubo, MetodeiPenelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 
h. 85.  
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penelitian ini, peneliti melakukan editing terhadap dokumen-dokumen dan 
akta-akta persidangan serta beberapa rujukan lain yang berkaitan dengan  
penelitian ini. 
b. Sistematisasi Data 
Yaitu upaya yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencatat data 
secara sistematis. Data-data yang diperoleh dituangkan dalam suatu rancangan 
konsep untuk kemudian dijadikan sebagai dasar utama dalam memberikan analisis, 
hingga pada akhirnya terdapat keselarasan data dengan analisis yang diberikan. 
c. Konstruksi hukum.  
Metode ini dilakukan dengan cara membaca dan memahami hasil analisis 
yang sudah peneliti lakukan, kemudian menemukan kosnstruksi hukum baru dan 
dituangkan menjadi hasil penelitian tesis. 
 
5. Metode Analisis Data 
Dalam penelitian ini, seluruh data yang telah terkumpul akan dianalisis 
dengan menggunakan analisis data kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh 
gambaran seutuhnya mengenai suatu hal ataupun obyek yang diteliti. Penelitian 
kualitatif juga berkaitan erat dengan ide, gagasan, persepsi, pendapat, atau 




Data-data tersebut dianalisis tanpa menggunakan perhitungan angka, 
melainkan menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data 
yang peneliti inginkan melalui metode berfikir deduktif, yaitu berangkat dari 
pengetahuan yang sifatnya umum untuk menilai kejadian yang khusus.
28
 Dalam 
hal ini, peneliti menerapkannya untuk menganalisis dokumen putusan Pengadilan 
Agama yang telah berkekuatan hukum tetap. 
 
                                                                   
27 Sulistyo Basuki, MetodeiPenelitian (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006), h. 78. 
28
 Sutrisno Hadi, MetodologiiResearch (Yogyakarta: Yayasaniped.iFakiPsikologiiUGM, 
1990), h. 42. 
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F. Penelitian yang Relevan 
Agar penelitian lebih komprehensif, maka peneliti melakukan telaah 
pustaka terhadap karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan topik 
penelitian ini. Karya-karya ilmiah yang telah peneliti telaah diantaranya adalah: 
Pertama, tesis dari Hasanudin Muhammad dengan judul “Implementasi 
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama”.
29
 Peneliti 
melalui karyanya hanya fokus untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 
sedikitnya perkara ekonomi syari'ah yang masuk ke Pengadilan Agama. Menurut 
penelitian ini, belum ada hukum acara khusus yang mengatur tentang proses 
penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama. Selama ini 
Pengadilan Agama mengadili sengketa Perbankan Syariah menggunakan sumber 
hukum yang berlaku pada Peradilan Umum. Penelitian tersebut sangat berbeda 
dengan penelitian yang ini, baik dari segi permasalahan maupun objek 
penelitiannya. 
Kedua, tesis dari Shofa Fathiyah yang berjudul "Eksekusi Jaminan Hak 
Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad Musyarakah Dalam Perspektif 
Perlindungan Konsumen (Analisis Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2016/PA.JS)”.
30
 
Peneliti dalam menyusun karyanya berangkat dari keresahan adanya isu mengenai 
upaya penyelesaian lelang hak tanggungan yang dilakukan secara sepihak melalui 
pelelangan umum atau dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan, sedangkan 
debitur wanprestasi pada perbankan syariah dilindungi oleh perundang-undangan, 
khususnya undang-undang tentang perlindungan konsumen. Peneliti ingin 
mengetahui bagaimana prosedur eksekusi hak tanggungan di Pengadilan Agama, 
bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini, dan Bagaimana 
perlindungan hukum bagi debitur yang telah melakukan perbuatan wanprestasi. 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian tersebut adalah tidak tercapainya 
kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi debitur dalam Putusan No. 
                                                                   
29  Hasanuddin Muhammad, ImplementasiiPenyelesaianiSengketaiPerbankaniSyariahidi 
Pengadilan Agama, Tesis yang tidak diterbitkan (Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam 
Indonesia, 2015). 
30 Shofa Fathiyah, EksekusiiJaminaniHakiTanggunganiNasabahiWanprestasiiAkad 
MusyarakahiDalamiPerspektifiPerlindunganiKonsumenp(Analisis Putusan Nomor 
1901/Pdt.G/2016/PA.JS), Tesis yang tidak diterbitkan (Magister Hukum Ekonomi Syari’ah 
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019). 
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1901/Pdt.G/2016/PA.JS. Penelitian yang dilakukan Shofa tersebut berbeda dengan 
penelitian ini, karena permasalahan, objek penelitian, serta perspektif yang 
digunakan tidak sama dengan penelitian yang sedang peneliti susun ini. 
Ketiga, tesis dari Utari Nindy Ken Pahlevi, dengan judul "Kompetensi 
Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan di Perbankan 
Syari'ah".
31
 Dalam tesisnya, peneliti fokus meneliti makna yang terkandung dalam 
Pasal 55 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menimbukan 
disputes settlement option dan dianggap kontradiktif dengan Pasal 49 huruf i UU 
No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hasil yang diperoleh oleh peneliti 
adalah bahwasanya Pasal 55 tersebut pada dasarnya telah mengakomodir 
kompetensi absolut Peradilan Agama, terutama dalam hal penyelesaian (eksekusi) 
sengketa ekonomi syari'ah. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa tesis Utari 
tersebut sangat berbeda secara permasalahan dan objek dengan penelitian yang 
peneliti ajukan. 
Keempat, jurnal dari Tri Rama Kantohe, dengan judul "Kedudukan 
Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012."
32
 Fokus permasalahan 
pada penelitian tersebut mengenai pengaturan kedudukan Peradilan Agama dan 
implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan Peradilan Agama 
dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Peneliti sampai pada kesimpulan 
bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kompetensi absolut 
dari Peradilan Agama dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 
93/PUU-X/2012. Penelitian yang akan dilakukan peneliti kali ini berbeda dari segi 
permasalahan dan objek yang diteliti oleh Tri Rama tersebut. 
Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 
penyelesaian sengketa wanprestasi pada lembaga keuangan syariah. Persamaan 
                                                                   
31 Utari Nindy Ken Pahlevi, KompetensiPengadilaniAgamaidalamiMenyelesaikaniSengketa 
Pembiayaan diiPerbankaniSyari'ah, Tesis yang tidak diterbitkan (Magister Kenotriatan Universitas 
Jember, 2019). 
32  Tri Rama Kantohe, KedudukanpPeradilanpAgamapdalampPenyelesaianpSengketa 
PerbankanpSyariahpMenurutpPutusanpMahkamah Konstitusi Nomorp93/PUU-X/2012, Jurnal Lex 
Crime Vol.VI, No.8, Oktober, 2017, h. 57. 
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kedua adalah bahwa upaya penyelesaian sengketa dalam bisnis syari’ah tersebut 
sama-sama dilakukan melalui jalur litigasi pada Pengadilan Agama.  
Adapun perbedaannya dengan penelitian kali ini terletak pada perbandingan 
putusan hakim terhadap gugatan wanprestasi Akad Murabahah. Secara 
komprehensif perbedaan Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan 
Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt memiliki kesamaan objek berupa akad 
murabahah. Akan tetapi, dengan objek yang sama tersebut ternyata melahirkan 
perhitungan akhir yang berbeda dalam menghitung sisa hutang dan sisa margin 
keuntungan pada masing-masing putusan tersebut. Perbedaan kedua, untuk 
menganalisis perbedaan putusan tersebut, pada penelitian ini dilakukan sebuah 
analisis tinjauan hukum Islam. Perbedaan ketiga, peneliti lebih memfokuskan 
terhadap sistem perhitungan ganti rugi atau sisa hutang dan sisa margin keuntungan 
bank. Sehingga, dalam penelitian ini memiliki perbedaan dalam hal masalah, objek 
yang diteliti, dan perspektif yang digunakan dengan penelitian-penelitian 
sebelumnya.  
 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika pembahasan dalam tesis ini sesuai dengan pedoman penulisan 
yang berlaku, terdiri dari lima bab yang disajikan secara terstruktur dan sistematis, 
yang terdiri atas bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. 
Bagian awal terdiri atas cover, halaman pengesahan, halaman persembahan, 
pedoman transliterasi, daftar isi dan kata pengantar.  
Bagian isi terdiri atas beberapa bab, dengan susunan kronologis dan rincian 
sebagai berikut: 
1. Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, 
Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan 
Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, serta penelitian yang Relevan, 
dan Sistematika Penulisan. Bab pertama ini merupakan fondasi dasar 
untuk memberikan gambaran dasar dan menjelaskan arah yang ingin 
dicapai dari penelitian ini. 
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2. Bab kedua, berisi tentang Landasan Teori, yang berisi Acuan Teoritik 
yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisis 
permasalahan yang ada dalam penelitian ini. 
3. Bab ketiga, berisi Penyajian Data yang memuat pembahasan mengenai 
Akad Murabahah, Surat Gugatan serta Putusan yang dijadikan sebagai 
sumber primer dalam penelitian ini. 
4. Bab keempat, berisi analisis masalah yang disajikan sehingga dapat 
menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada, yang dalam hal ini akan 
berisi penjabaran analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara 
Enim Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan Pengadilan Agama 
Purwokerto Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt. Hal-hal apa saja yang 
menarik, yang memuat unsur-unsur kebaruan, atau tentang sebuah 
penemuan norma hukum baru dan lain sebagainya akan termuat dalam 
bab keempat ini. 
5. Bab kelima, merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, 
berisi kesimpulan serta rekomendasi yang peneliti rumusankan dari hasil 
penelitian yang peneliti dapatkan. 
Pada bagian akhir penelitina ini berisi daftar pustaka yang digunakan 
sebagai rujukan teori maupun dalam melakukan analisis pada penelitian ini, 





A. Akad/Kontrak Syari’ah 
1. Pengertian Akad 
 Praktik ekonomi syari’ah identik dengan adanya akad-akad syari’ah yang 
menyertainya. Kata akad merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab عقد 
(‘aqada) yang berarti mengikat atau mengokohkan.
1
Akad secara bahasa juga 
dapat diartikan sebagai “ikatan” antara beberapa pihak terkait dengan hal tertentu, 
baik ikatan tersebut bersifat konkret ataupun abstrak. Dalam berbagai kitab, 
disebutkan لحبلعقد أ  ('aqada al-habl) yang bermakna “mengikat tali”,  ألبيععقد  
('aqada al-bai’ yang bermakna “mengikat jual beli”, atau عقد ألعحد ('aqada al-'ahd) 
yang bernmakna “mengikat perjanjian”.
2
 Sedangkan di dalam al-Qur’an surat al-
Ma>’idah (5) ayat 1, terdapat kata al-aqd yang berarti “perikatan atau perjanjian”, 
sebagaimana dalam kutipan ayat berikut: 
               ... 
Artinya : 
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu… 
Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan akad secara umum dan khusus. Akad 
dalam pengertian umum adalah sesuatu yang ditekadkan oleh seseorang untuk 
melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri (seperti wakaf, pembebasan, 
talak, dan sumpah) maupun kehendak dua orang/pihak (seperti jual beli, sewa 
menyewa, gadai, dan lain lain). Secara khusus, akad adalah hubungan ijab dan 
qabul yang secara syari’at dapat menimbulkan efek terhadap objeknya. Ijab-qabul 
merupakan perbuatan yang menunjukkan kepada keridhaan dalam proses akad.
3
 
                                                                   
1
 Beni Ahmad Saebani, Hukum Ekonomi dan Akad Syari’ah di Indonesia, (Bandung: 
Pustaka Setia, 2018), h. 29. 
2





Selain Wahbah az-Zuhaili, beberapa ahli juga mendefinisikan akad. 
Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, akad merupakan perikatan antara ijab dan qabul 
yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridaan kedua belah pihak.
4
 Senada 
dengan definisi yang dikemukakan oleh Hasbi ash-Shiddieqy, Harun 
mendefinisikan akad sebagai perikatan ijab qabul yang sesuai dengan syariat dan 
berpengaruh terhadap objek perikatan. Setiap akad yang dibuat harus sesuai 
dengan syari'at. Setiap orang dilarang untuk melakukan kesepakatan atau 
perikatan yang tidak sesuai dengan syari'at seperti kesepakatan pembunuhan, 
melakukan riba, penipuan, mencuri, dan lain-lain.
5
 Selain dari pada itu, Ahmad 
Farroh Hasan mendefinisikan akad sebagai sebuah perikatan, kesepakatan, atau 
perjanjian antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu obyek 
tertentu dan di lafadz kan dalam ijab qabul.
6
 
Definisi akad yang lebih rinci dikemukakan oleh Beni Ahmad Saebani, 
yang mendefinisikan akad sebagai: 
Akad adalah kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih, baik 
secara lisan maupun tulisan yang berakibat hukum mengikat untuk 
dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam akad, yang baik 
hak maupun kewajibannya dilengkapi dengan resiko atau sanksi 
hukum bagi yang mengingkari akadnya… Makna hakiki dari akad 
atau perikatan adalah hubungan hukum yang berkaitan dengan harta 
kekayaan antara satu pihak dengan pihak lainnya atau antara beberapa 
pihak yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian manakala 
pihak yang satu adanya prestasi diikuti kontra prestasi dari pihak lain.
7
 
Dalam hukum Islam, akad juga diartikan sebagai perikatan, perjanjian, dan 
pemufakatam (ittifaq). Akad agar menjadi sah dan dapat menimbulkan akibat 
hukum maka harus sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan oleh syari’at. 
Salah satu rukun tersebut adalah pernyataan ijab dan qabul dari para pihak yang 
berakad. Pernyataan ijab dan qabul dapat memengaruhi objek perikatan apabila 
                                                                   
4
 Hasbi ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, dikutip oleh Mardani, Fiqh Ekonomi 
Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71. 
5
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 97. 
6
 Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan 
Praktik, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), h. 23. 
7
 Beni Ahmad Saebani, Op. Cit., h. 35-39. 
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sesuai dengan ketentuan syari’ah. Pada saat ijab dan qabul dilakukan maka secara 
otomatis kedua belah pihak atau lebih telah memiliki perikatan, baik secara lisan 
maupun tertulis. Akad tersebut kemudian dapat menimbulkan konsekuensi hukum 
bagi para pihak. Konsekuensi itu misalnya dalam akad jual beli adalah pihak 
penjual menyerahkan barang yang dijualnya dan pembeli membayar barang 
tersebut sesuai harga yang telah disepakati keduanya.
8
 
Secara Khusus Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah memeberikan 
definisi akad adalah “Kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau 




2. Asas-asas dalam Akad 
Pada kesempatan ini, peneliti akan menjelaskan dua kategori asas-asas 
dalam akad yang relevan dengan penelitian ini. Yakni asas-asas perjanjian yang 
tidak berakibat hukum (bersifat umum), serta asas-asas yang berakibat hukum 
(bersifat khusus). 
Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya 
umum adalah : 
a. Asas Ilahiah (at-Tauh}id) 
Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan 
Allah SWT. Seperti yang disebutkan didalam al-Qur’an surat al-Hadid (57), ayat 
4 yang berbunyi: 
  …                   .    
Artinya:  
Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa 
yang kamu kerjakan. 
                                                                   
8
 Ibid., h. 30. 
9
 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Pasal 20 angka 1. 
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Kegiatan mu’amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan 
lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung 
jawab terhadap Allah SWT terhadap akad-akad/kontrak-kontrak yang telah 
dibuatnya. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak 
hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.
10
 
b. Asas Kebolehan (Mabda’ al-Ibah}ah) 
Asas kebolehan ini dapat ditemukan dalam penerapan kaidah fiqhiyah 
yang berbunyi:  
 ْصُل فِي الُمَعاَملَِة اإِلبَاَحةُ االَّ أَْن يَُد لَّ  َدلِْيٌل َعلَى تَْحِرْيِمهَااأل
Artinya: 




Berdasarkan kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa segala sesuatunya 
adalah boleh atau mubah untuk dikerjakan atau dilakukan, sampai ada dalil atau 
dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan 
yang luas kepada yang manusia untuk mengembangkan bentuk dan jenis-jenis 
transaksi sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
 
 
c. Asas Keadilan (al-‘Adalah)  
Asas keadilan dapat ditemukan dalam penggalan ayat al-Qura’an surat al-
Hadid (57), ayat 25 yang berbunyi: 
                                 ...    
Artinya:  
Sesungguhnya Kami telah mengutus rasu-rasul Kami dengan membawa 
bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab 
dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. 
Selain dari ayat tersebut, terdapat pula ayat lain yang terdapat dalam surat 
al-A’ra>f (7), ayat 29 yang berbunyi: 
                                                                   
10
 Muhammad Syakir Aula, Asuransi Syari’ah (Life and General): Konsep dan Sistem 
Operasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 723-727. 
11 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 10. 
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          ... 
Artinya: 
Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil. 
Dalam penerapannya, asas ini memberikan pedoman kepada para pihak 
yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan 




d. Asas Persamaan (al-Musawa>h) 
Dalam memebuat dan melaksanakan kontrak, para pihak dapat 
menentukan hak dan kewajiban masing-masing dengan didasarkan pada asas 
persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang 
dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak yang lain, tidak diperbolehkan 
membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras. 
e. Asas Tertulis (al-Kita>bah) 
Suatu perjanjian atau kontrak hendaknya dilakukan secara tertulis agar 
dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila kelak di kemudian hari terjadi 
persengketaan.
13
 Sebagaimana perintah yang terdapat di dalam al-Qur’an, surat al-
Baqarah (2) ayat 282, yang berbunyi: 
                          ...  
Artinya: 
 Hai, orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 
Secara lebih lengkap, di dalam Surat al-Baqarah ayat 282 hingga ayat 283 
Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar menuliskan setiap perjanjian 
atau transaksi-transaksi yang dibuatnya. Allah SWT juga memerintahkan agar 
terhadap perjanjian-perjanjian tersebut kuatkanlah dengan dua orang saksi, dan 




 Mohammad Daud Ali, Asas-Asas Hukum Islam (Jakarta: Rajawali, 1990), h. 124. 
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jika salah satu diantara pihak ada yang tidak/kurang cakap hukum, maka harus 
didampingi oleh seoarang wali/kuasanya. Terhadap transaksi yang dilakukan tidak 
secara tunai, diperbolehkan memberikan benda sebagai jaminan, dan 
bertransaksilah dengan tetap memegang teguh ketaqwaan kepada Allah SWT. 
f. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan 
Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang 
dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan, baik bagi pihak-
pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, maupun bagi masyarakat 
secara luas. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan 
hukum Islam secara universal atau Maq<has}id Syari<’ah. 
Asas ini dimaksudkan agar setiap perbuatan mu’amalah khususnya dalam 
bidang ekonomi syari’ah, dilakukan dengan mengedepankan semangat tujuan dari 
hukum Silam itu sendiri, yakni memenuhi dan melindungi lima kepentingan 
pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa-raga, akalpikiran, martabat diri 
dan keluarga, serta harta kekayaan. Bukan mencari keuntungan materi semata 
(profit oriented). 
Sedangkan kategori asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan 
bersifat khusus adalah sebagai berikut: 
a. Asas Kerelaan (ar-Rid}o>) 
Untuk memahami asas kerelaan dalam berakad ini, al-Qur’an di dalam 
surat An-Nisa>’ (4), ayat 29 telah memberikan pedoman kepada orang-orang yang 
beriman dengan ayatnya yang berbunyi: 
                              
                    .    
Artinya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Sesungguhnya Allah 
adalah maha penyayang kepadamu. 
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Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa segala transaksi yang 
dilakukan harus didasarkan atas sikap suka sama suka atau kerelaan di antara 
masing-masing pihak yang bertransaksi, tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, 
penipuan, dan mis-statement. Sebaliknya, jika hal ini tidak dipenuhi maka 
transaksi tersebut dapat digolongkan sebagai akad/transaksi yang batil. 
b. Asas Kebebasan Berkontrak (al-Hurriyah) 
Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan suatu 
perikatan atau kontrak. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para 
pihak yang berkontrak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka 
perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus 
dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak bersifat 
mutlak, yakni suatu kebebasan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip syari’ah Islam, dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Faturrahman Djamil memberikan definisi kekebasan dalam berkontak 
dengan menuliskan bahwa, ”Syari’ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap 
orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang 
menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama”.14 
c. Asas Perjanjian Itu Mengikat 
Pada asas ini, peneliti akan mengutip sebuah Hadis yang menjadi dasar 
pemikiran bahwa akad yang telah dibuat itu mengikat dan berlaku sebagai hukum 
bagi pihak-pihak yang mengingatkan diri di dalam akad tersebut. Adapun bunyi 
Hadis tersebut adalah sebagi berikut: 15 
حّدثنا الحسن بن علّي الخّّلل حّدثنا أبو عامر العقدّي حّدثنا كثير بن عبد هللا بن عمرو بن 
ْلُح َجائٌِز بَْيَن  : لّى هللا عليه وسلّم  قالعوف المزنّي عن أبيه عن جّده أّن رسول هللا  ص الصُّ
                                                                   
14
 Faturrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syari’ah (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 
249. 
15
 Abu  Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, “Jami’ at-Tirmidzi”, Hadis ke 209-
279, (Saudi Arabia: al-Mutaman Trading, t.th), h. 237, hadis nomor 1352, kitab al-ahkam, bab 
sulh. Abu Isa mengatakan hadis ini hasan shahih. 
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َم اًما َواْلُمْسلُِمْوَن َعلَى شُ َم َحّلاَلً أَْو أََحلَّ َحرَ ْسلِِمْيَن إاِلَّ ُصْلًحا َحرَّ اْلمُ  ُرْوِطِهْم إاِلَّ َشْرطًا َحرَّ
  .وصحه(رواه الترمزى ) َحّلاَلً أَْو أََحلَّ َحَراًما
Artinya: 
Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 
haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang 
dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal  atau  
menghalalkan yang haram. (Hadis riwayat Turmudzi dan Hadis ini 
dishahihkannya). 
Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwa setiap orang yang 
melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama 
pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Yang artinya seluruh isi 
perjanjian tersebut wajib ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak yang 
mengikatkan diri dalam perjanjian itu. 
d. Asas Kepastian Hukum 
Asas kepastian hukum ini dapat ditemukan di dalam al-Qur’an surat Bani 
Isra>’il (17), ayat 15 pada kalimat terakhirnya yang berbunyi:  
...              .    
Artinya: 
Dan tidaklah Kami menjatuhkan hukuman kecuali setelah Kami mengutus 
seorang Rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) hukuman itu. 
Selanjutnya di dalam surat al-Ma>’idah (5) ayat 95, dituliskan bahwa:  
  …                       .   
Artinya: 
Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa kembali 
mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah maha 
perkasa, memiliki (kekuasaan untuk) menyiksanya. 
Bedasarkan kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa asas kepastian 
hukum maksudnya adalah tidak ada suatu perbuatanpun dapat dihukum kecuali 
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atas ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada dan 
berlaku untuk perbuatan tersebut. 
Secara khusus Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah telah 




a) Ikhtiya>ri> / sukarela, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, 
terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak 
lain. 
b) Amanah / menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para 
pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang 
bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji. 
c) Ikhtiya>ti> / kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan 
yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.  
d) Lu>zu>m / tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang 
jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik 
spekulasi atau maisir. 
e) Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi 
kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan 
merugikan salah satu pihak. 
f) Taswiyah / kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki 
kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang 
seimbang. 
g) Transparansi, setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para 
pihak secara terbuka. 
h) Kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para 
pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang 
bersangkutan. 
                                                                   
16
 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Pasal 21. 
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i) Taisi>r / kemudahan, setiap akad dilakukan dengan cara saling 
memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat 
melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. 
j) Itikad baik akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, 
tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya. 
k) Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang 
oleh hukum dan tidak haram. 
l) Al-hurriyah / kebebasan berkontrak, setiap orang bebas untuk berakad 
selama tidak bertentangan dengan syara’. 
m) Al-kita>bah / tertulis, setiap akad dibuat secara tertulis dan 
ditandatangani oleh para pihak serta saksi agar menghindari adanya 
perilaku khianat. 
 
3. Rukun dan Syarat Akad 
Setiap akad harus memenuhi rukun dan syaratnya. Akibat hukum dari 
akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat maka akadnya menjadi fasi>d (rusak) 
atau tidak sah. Para ulama telah merumuskan rukun dan syarat yang harus 
dipenuhi dalam suatu akad. Ulama dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa 
rukun akad adalah ijab dan qabul. Ulama dari kalangan ini meyakini bahwa yang 
dikatakan rukun adalah sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung 
kepadanya dan merupakan bagian dari hakikat sesuatu tersebut.  
Dalam kajian ilmu mu’amalah, ijab qabul merupakan esensi dari akad itu 
sendiri, sedangkan ma'qud 'alaih dan 'aqid merupakan kelaziman-kelaziman yang 




Berbeda dengan kalangan Hanafiyah, ulama dari kalangan Syafi’iyah, 
Hanbali, dan Malikiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu: 'aqid 
(orang yang berakad), ma'qu>d 'alaih (objek akad), dan sighat.18 Selain tiga rukun 
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tersebut, Mustafa al-Zarqa menambahkan maudhu al-aqd (tujuan akad) sebagai 
salah satu rukun dalam akad.
19
 
Berdasarkan pendapat-pendapat yang diuraikan secara singkat di atas, 
selanjutnya peneliti merumuskan bahwa rukun dan syarat akad yaitu: 
a. ‘Aqid (orang yang berakad) 
‘Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi yang terdiri dari satu 
orang atau lebih.
20
 Seorang yang berakad haruslah orang yang memiliki ahliyyah 
(kelayakan atau kewenangan) untuk melakukan akad baik secara ashalah 'an 
nafsih (benar-benar dari dirinya secara murni) maupun wilayah syar'iyyah 




Seseorang dikatakan memiliki ahliyyah jika telah baligh atau mumayyiz 
dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan 
orang lain. Sedangkan mumayyiz disini artinya mampu membedakan antara baik 
dan buruk, antara yang berbahaya dan tidak berbahaya, dan antara merugikan dan 
menguntungkan. Selain itu, orang yang berada dalam pengampuan juga tidak 
memiliki ahliyyah melakukan akad atas dirinya sendiri.
22
 Ahliyyah dalam akad 
dibagi menjadi dua, yaitu:
23
 
1) Ahliyyah wajib adalah kepantasan/kelayakan seseorang untuk 
menetapkan suatu kemestian yang harus menjadi haknya seperti 
pantas menetapkan harga yang harus di ganti oleh orang yang telah 
merusak barangnya/menetapkan harga. Ahliyyah wajib memiliki 2 
unsur, yaitu unsur ijabi dan unsur salbi. Unsur ijabi adalah kelayakan 
mendapatkan hak. Unsur salbi adalah kelayakan untuk menanggung 
                                                                   
19
 Gufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 
h. 51. 
20
 Akhmad Farroh Hasan, Op. Cit., h. 24.  
21
Wahbah  az-Zuhaili, Op. Cit., h. 449. 
22
 Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 57. 
23
 Wahbah  az-Zuhaili, Op. Cit., h. 451-455. 
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kewajiban. Ahliyyah wajib juga dibedakan atas ahliyyah wajib naqish 
dan ahliyyah wajib kamil. Ahliyyah wajib naqish adalah kelayakan 
untuk menerima hak bagi dirinya saja, seperti nasab dari bapak, 
menerima warisan dari keluarga, meneriwa wasiat, dan lain lain. 
Ahliyyah wajib kamil adalah kelayakan untuk menerima hak dan 
memenuhi kewajibannya, seperti bayi yang baru lahir sudah dikenai 
zakat fitrah. 
2) Ahliyyah ada’ adalah kelayakan seseorang untuk memunculkan 
tasharruf dalam bentuk yang diakui syariat. Ahliyyah ini juga 
diartikan sebagai tanggung jawab, seperti shalat, puasa  dan haji. 
Ahliyyah ada’ dibedakan menjadi ahliyyah ada’ naqish dan kamil. 
Ahliyyah ada’ naqish adalah kelayakan seseorang untuk  memenuhi 
sebagian kewajiban dan tidak pantas memenuhi kewajiban lainnya. 
Sedangkan Ahliyyah ada’ kamil adalah orang yang telah baligh.  
Selain harus memiliki ahliyyah, ‘aqid agar bisa melakukan suatu akad juga 
harus memiliki wilayah. Wilayah secara bahasa berarti memegang sebuah urusan 
dan melaksanakannya atau mengawasinya. Sedangkan menurut istilah, wilayah 
adalah kewenangan yang bersifat syari' yang memungkinkan seseorang untuk 
membuat akad, berbagai tas}arru>f serta mengaplikasikannya, artinya memberikan 
efek atau pengaruh syar'i terhadap akad dan tas}arru>f itu. Artinya orang tersebut 
memang merupakan  pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, 
sehingga  ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya tanpa tekanan 
dan bebas mengekspresikan pilihannya.
24
  
Wilayah dibagi  menjadi 2 macam, yaitu asliyah dan niya>bah. Asliyah 
berarti orang yang berakad memiliki kekuasaan berakad untuk dirinya dengan 
syarat orang tersebut harus balig, berakal dan  normal. Niyaba>h berarti seseorang 
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 Ibid., h. 467-468. 
25
 Ibid., h. 469. 
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b. Ma’qud ‘alaih (objek akad) 
Dalam transaksi muamalah, objek akad dapat berbentuk benda yang dapat 
dijual, dijaminkan, dan dihibahkan, juga manfaat dari suatu benda seperti rumah 
yang disewakan dan tenaga dari seorang pekerja. Objek transaksi harus memenuhi 
beberapa persyaratan sebagai berikut:
 26
  
1) Ada ketika akad dilangsungkan. 
Berdasarkan syarat ini maka akad seperti jual beli sesuatu yang belum ada 
wujudnya tidak diperbolehkan. Ulama dari kalangan Syafi’iyah dan 
Hanafiyah melarang secara mutlak berbagai urusan atau barang apa saja 
yang tidak tampak, kecuali dalam beberapa hal, seperti upah-mengupah, 
menggarap tanah, dan lain-lain. Berkenaan dengan syarat ini, Ulama dari 
kalangan Malikiyah hanya menetapkan pada akad yang sifatnya paling 
menyerahkan (al-mu’awidhat) dalam urusan harta, seperti jual beli. 
Adapun pada akad-akad tabarru’, mereka tidak mensyaratkannya. 
Sebenarnya dalam beberapa hal, syara’ membolehkan jual beli atas barang 
yang tidak ada, seperti menjual buah-buahan yang masih dipohon setelah 
tampak buahnya, dan jual beli ikan di dalam kolam oleh ahlinya. 
2) Objek akad harus masyru’ dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.  
Jumhur ulama sepakat bahwa barang yang dijadikan akad  harus sesuai 
dengan ketentuan syara’, oleh karena itu dipandang  tidak sah akad atas 
barang yang di haramkan syara’ seperti bangkai, minuman keras, dan lain-
lain. 
3) Objek akad dapat diserahkan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan 
dikemudian hari.  
Jumhur ulama berpendapat bahwa barang yang dijadikan  akad harus dapat 
diserahkan ketika akad. Akan tetapi, dalam akad tabarru’ menurut Imam 
Malik dibolehkan, seperti hibah atas barang yang kabur, sebab  pemberi 
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 Syaikhu, et. al, Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer, 
(Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 28-30. 
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telah berbuat kebaikan sedangkan yang diberi tidak  mengharuskannya 
untuk menggantinya dengan sesuatu,  sehingga tidak terjadi percekcokan. 
4) Objek akad harus diketahui oleh kedua belah pihak 
Jumhur ulama menetapkan bahwa ma’qud ‘alaih harus jelas  diketahui 
oleh kedua pihak yang melakukan akad dari bentuknya, ukurannya, 
timbangannya, hingga jumlahnya. Hal ini dikarenakan jual beli gharar 
(barang yang samar yang  mengandung penipuan), dan barang yang tidak 
diketahui oleh  pihak yang akad hukumnya dilarang. 
5) Objek akad harus suci  
Jumhur ulama selain dari kalangan Hanafiyah menerangkan bahwa 
ma’qud alaih harus suci, tidak najis dan mutanajjis (terkena najis). Oleh  
karena itu, anjing, bangkai, darah dan lain-lain tidak boleh  
diperjualbelikan. Sedangakn kalangan Hanafiyah berpendapat lain, yakni 
membolehkan bulu binatang, kulit bangkai  untuk di manfaatkan. Menurut 
mereka barang yang dilarang untuk diperjual belikan hanyalah yang jelas 
dilarang oleh syara’, seperti anjing,  khamar, bangkai, dan lain-lain. 
c. Sighat  
Shighat al-aqid diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah 
ungkapan yang diucapkan orang pertama yang menunjukan kerelaan. Sedangkan 
qabul ialah ungkapan dari orang kedua sebagai jawaban atas ijab orang pertama 
yang menunjukan kerelaan dirinya atas ungkapan orang pertama. Ijab-qabul 
merupakan ungkapan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi atas 
sesuatu yang dengan kesepakatan mereka maka akan terjadi pemindahan hak. 
Ijab-qabul dapat secara tertulis, dengan isyarat, perbuatan dan secara lisan.
27
 
Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi ijab-qabul, yaitu:
 28
 
1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya: aku 
serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian, 
2) Adanya kecocokan antara ijab dan qabul, 
                                                                   
27
 Akhmad Farroh Hasan, Op. Cit., h. 24-25. 
28
 Syaikhu, et. al., Op. Cit., h. 34-35. 
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3) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah 
pihak, 
4) Menggambarkan kesungguhan keinginan dari pihak-pihak yang 
bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di takut-takuti atau 
diancam oleh orang lain sebab dalam tijarah (jual beli) mesti saling 
merelakan. 
d. Maudhu al-aqd (tujuan akad) 
Maudhu al-Aqd dapat diartikan sebagai tujuan atau maksud sebuah akad 
diadakan. Setiap akad memiliki tujuan yang berbeda. Dalam akad jual beli 
misalnya, tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari penjual kepada 




4. Sebab-sebab Berakhirnya Akad 
Sebuah akad dapat dikatakan telah berakhir disebabkan oleh beberapa hal, 
di antaranya sebagai berikut: 
a. Berakhirnya akad dengan pembatalan 
Pembatalan suatu akad dikenal dengan istilah fasakh. Fasakh pada akad 
ghairu lazim
30
 dapat dilakukan begitu saja karena sudah jelas dan merupakan khas 
dari akad itu sendiri. Misalnya pada akad wadi'ah, ariyah, syirkah, dan wakalah. 
Masing-masing pihak dalam akad ini bisa membatalkan akad kapan saja ia mau. 
Hal ini bisa dilakukan dengan catatan, pada akad wakalah selama tidak 
berhubungan dengan hak orang lain. 
Selain pada akad ghairu lazim, pembatalan juga dapat dilakukan pada 
akad lazim
31
. Pembatalan dalam akad yang lazim memiliki beberapa kondisi: 
1) Pembatalan disebabkan rusaknya akad 
                                                                   
29
 Akhmad Farroh Hasan, Loc. Cit. 
30 Akad jaiz atau akad ghairu lazim, adalah akad yang tidak mengikat. Artinya salah satu 
pihak boleh membatalkan akad tanpa persetujuan pihal lainnya. Contohnya akad pinjam-
meminjam, wadi`ah. 
31 Akad lazim adalah akad yang mengikat semua pihak yang terlibat, sehingga masing-
masing pihak tidak punya hak untuk membatalkan akad kecuali dengan kerelaan pihak yang lain. 
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Apabila terjadi kondisi dimana akad fas}id (akad yang rusak) seperti 
menjual sesuatu yang tidak diketahui (majhul) atau penjualan yang 
bersifat sementara, maka akad seperti ini wajib dibatalkan, baik oleh 
kedua pengakad maupun melalui jalur hukum. 
2) Pembatalan karena ada khiyar32 
Pihak yang memiliki khiyar, baik khiyar syarat, khiyar Majlis, 
ataupun khiyar ru'yah boleh membatalkan akad kapan ia mau, kecuali 
dalam khiyar 'aib. Pada khiyar ‘aib, setelah barang diterima kecuali 
atas persetujuan keduanya atau dengan putusan hakim maka akad 
tidak bisa dibatalkan. 
3) Pembatalan dengan iqalah 
Iqalah adalah pembatalan akad dengan persetujuan kedua belah pihak. 
Ketika salah seorang diantara mereka menyesal dan ingin mundur dari 
akad yang telah dilakukannya maka hukumnya mandub. 
4) Pembatalan karena tidak adanya tanfidz (aplikasi atau penerapan) 
Fasakh dapat dilakukan ketika pihak lain tidak menjalankan 
kewajibannya atau komitmennya. Fasakh juga dapat dilakukan apabila 
dirasa mustahil untuk menjalankan komitmen dikarenakan faktor yang 
tidak bisa dihindari. 
5) Pembatalan karena berakhirnya masa akad atau targetnya telah tercapai 
Akad secara otomatis batal atau berakhir apabila semua target telah 
tercapai dan telah sampai pada tenggang waktu akad yang disetujui.  
b. Berakhirnya akad dengan kematian 
Beberapa akad akan berakhir apabila salah satu pihak yang berakad 
meninggal dunia. Akad-akad tersebut yaitu ijarah, rahn dan kafalah, syirkah dan 
wakalah, serta muzara'ah dan musaqah. 
                                                                   
32 Khiyar adalah hal yang perlu dipertimbangkan dan juga dipahami, baik oleh penjual 
maupun oleh pembeli. Penjual dan pembeli mendapatkan hak yang sama dalam melangsungkan 
akad jual beli dan mengikuti syarat-syarat dari jual beli tersebut. Khiyar juga dapat diartikan 
sebagai sebuah prosedur bagi penjual atau pembeli untuk melanjutkan/membatalkan akad karena 
hal-hal tertentu. Adapun macam-macam khiyar adalah : (1) Khiyar Majlis, yakni jenis pemilihan 
yang dilakukan dalam satu majelis akad jual beli, (2) Khiyar Syarat adalah hak memilih 
berdasarkan persyaratan, (3) Khiyar Aib adalah hak pilih karena adanya cacat pada barang. 
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c. Berakhirnya akad karena tidak adanya ijazah (pembolehan) untuk akad yang 
mauquf 
Akad mauquf berakhir apabila pihak yang berkepentingan tidak 
memberikan ijazah terhadap akad. Pada akad fudhuli misalnya, ijazah menjadi 
tidak sah apabila si fudhuli meninggal atau orang yang mengadakan akad 
dengannya meninggal. Dalam kondisi demikian, akad akan berakhir sebelum 
adanya ijazah. Si fudhuli sendiri berhak untuk membatalkan akad sebelum adanya 





B. Akad Murabahah 
1. Pengertian Akad Murabahah 
“Mura>bahah” merupakan masdar dari kata ( مرابحتن يرابح رابح ). 34 Secara 
bahasa, murabahah diartikan sebagai “tambahan” atau “keuntungan”. Menurut 
Illa’uddin al-Samarqandi, murabahah adalah:
35
 
 م  ب   ع  ي  ب  م  ال   ك  ي  ل  م  ت  
 ح  ب  ر   ة  اد  ي  ز  و   ل  و  ال    ن  م  الث   ل  ث 
Artinya: 
Jual beli murabahah adalah kepemilikan objek jual beli dengan jual beli 
seraya memberikan pengganti sejumlah dengan harga awal dan tambahan 
keuntungan atau laba. 
 




  د  ق  ع  ال  ب   ه  ك  ل  م   ام   ل  ق  ن  
 ب   ل  و  ال  
  ن  م  الث 
 ح  ب  ر   ة  اد  ي  ز   ع  م   ل  و  ال  
                                                                   
33
 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid V, (Jawa Barat: Gema Insani, 2011), 
h. 571-574. 
34
 Ibnu Abidin, al-Dur al-Mukhtar, Jilid 5, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-
Isdar al-Sani, 2005), h.257, dikutip oleh Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer, (Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 2016), h. 65. 
35
 Illa’uddin al-Samarqandi, Tuhfah al-Fuqaha, Jilid 2, (Digital Library, al-Maktabah al-
Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), h. 105, dikutip oleh Imam Mustofa, Ibid. 
36
 Muhammad bin Muhammad bin Mahmud Akmaluddin, al-Inayah Syarh al-Hidayah, 
Jilid 9, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), h. 241, dikutip oleh 
Imam Mustofa, Ibid., h. 66. 
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Artinya:  
Perpindahan kepemilikan dengan akad dan harga setara dengan akad dan 
harga awal dengan tambahan keuntungan atau laba. 
 Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal 
dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pada jual beli murabahah, penjual 
menyebutkan kepada pembeli harga barang yang akan dibeli beserta besarnya 
margin yang akan didapatkan. Keuntungan (margin) tersebut  disepakati oleh 
penjual dan pembeli. Pembayaran pada akad jual beli murabahah dapat dilakukan 
secara tunai atau kredit.
37
 
Pada perbankan syari’ah, murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian 
yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan 
pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja yang dibutuhkan 
nasabah. Bahan baku atau modal kerja tersebut kemudian akan dibayar kembali 
oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada 
waktu yang ditetapkan.
38
 Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian 
barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari 




Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, terdapat unsur yang 
membedakan akad murabahah dengan akad lainnya yang mirip. Unsur tersebut 
adalah adanya pemberitahuan secara jelas mengenai harga asli suatu barang 
beserta marginnya. Dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud jual beli murabahah 
adalah jual-beli dimana penjual memberitahukan kepada pembeli pada awal akad 
mengenai harga asli barang, dan kondisi barang yang diinginkannya beserta 
margin yang akan didapatkannya, dimana margin ini ditentukan berdasarkan 
kesepakatan keduanya. Pembeli kemudian membayar kepada penjual harga pokok 
barang beserta marginnya baik dengan cara tunai maupun mencicicilnya.  
                                                                   
37
 Fithriana Syarqawie, Fikih Muamalah, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), h. 65. 
38
 Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 100. 
39
 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 
62. 
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2. Dasar Hukum Akad Murabahah 
 Al-Qur’an tidak secara spesifik menyebutkan masalah murabahah dan 
hanya menyebutkan mengenai akad jual-beli secara umum. Murabahah yang pada 
dasarnya merupakan salah satu jenis dari akad jual-beli, maka hukumnya 
diperbolehkan mengikuti hukum jual-beli. Berdasarkan hal tersebut maka dalil-
dalil yang dapat digunakan dalam akad murabahah adalah sebagai berikut: 
1. Al-Qur’an surat al-Baqarah (2), ayat 275: 
 ...               ... 
Artinya: 
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 
2. Al-Qur’an surat An-Nisa’ (4), ayat 29 yang berbunyi: 
                              
                      . 
Artinya : 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu. 
 
3. Hadis Nabi: 
ثَنَا نَْصُر ْبُن اْلقَاِسِم عَ  اُر َحدَّ ثَنَا بِْشُر ْبُن ثَابٍِت اْلبَزَّ ُل َحدَّ ثَنَا اْلَحَسُن ْبُن َعلِيٍّ اْلَخّلَّ ْن َعبِْد َحدَّ
 ِ ْحَمِن ْبِن َداُوَد َعْن َصالِِح ْبِن ُصهَْيٍب َعْن أَبِيِه قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ثََّلٌ  الرَّ  َصلَّى هللاَّ
ِعيِر لِْلبَْيِت اَل لِْلبَْيعِ   .فِيِهنَّ اْلبََرَكةُ اْلبَْيُع إِلَى أََجٍل َواْلُمقَاَرَضةُ َوأَْخَّلطُ اْلبُرِّ بِالشَّ
 40 يب(من صه هجامإبن )رواه  
Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, 
telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah 
                                                                   
40 Imam Ibnu Majah, Kitab Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Darul Fikr, Juz 2), h. 768, Hadits 
Nomor. 2289. 
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menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin 
Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah 
Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya 
terdapat barakah: jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan 
campuran gandum dengan kedelai untuk di konsumsi orang-orang rumah 
bukan untuk dijual" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). 
Selain al-Qur'an dan al-Hadis, terdapat praktik sahabat dalam jual beli 
murabahah. Berdasarkan riwayat dari Waki', diceritakan dari Abu Bahr dari 
kakeknya berkata: “Aku pernah melihat Ali ra. membawa sebuah kain tebal, dia 
berkata bahwa: Aku membelinya seharga lima dirham, barang siapa mau 




3. Rukun dan Syarat Akad Murabahah 
Rukun jual beli murabahah sama dengan rukun jual beli pada umumnya, 
yaitu ‘aqid (penjual dan pembeli), barang yang dijual, harga dan ijab qabul. 
Sementara syarat jual beli murabahah yaitu:  
a. Akad harus jelas, baik ijab maupun qabul. Ijab dan qabul yang dilakukan 
harus sesuai satu sama lain.
42
 
b. Akad jual beli yang pertama harus sah, sebagai mana yang disebutkan 
dalam kitab Badai' al-Sanai'. Al-Kassini mengatakan bahwa:  
Salah satu syarat jual beli murabahah adalah akad pertama harus akad 
yang sah, apabila akad pertama rusak, maka jual beli murabahah tidak 
boleh, karena jual beli murabahah adalah jual beli dengan 




c. Penjual dan pembeli harus mengetahui harga awal barang serta 
keuntungannya. Harga barang harus dinyatakan secara transparan serta 
mekanisme pembayarannya. Apabila keuntungan tidak diketahui oleh 
pembeli, maka tidak dapat dikatakan sebagai jual beli murabahah. 
                                                                   
41
 Malik bin Anas, al-Muwata’, Jilid I,  (Digital Library, al- Maktabah al Syamilah al-Isdar 
al-Sani, 2005), h. 29., dikutip oleh Imam Mustofa, Op. Cit., h. 71.  
42
 Imam Mustofa, Op. Cit., h. 71-72. 
43
 Ibid., h. 73. 
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d. Barang yang menjadi objek jual beli murabahah merupakan harta mitsli 
serta dapat diukur, ditakar, ditimbang atau jelas ukuran, kadar dan jenisnya. 
Barang yang bisa dijadikan objek murabahah adalah barang-barang 
mistliyat dan barang tersebut dalam penguasaan penjual. Jika barang 
tersebut dijual dari orang yang tidak menguasai dan memilikinya, maka 
hukumnya tidak boleh. Karena barang tersebut tidak mungkin dijual 
dengan cara murabahah dengan barang itu sendiri, karena barang itu tidak 
ada dalam kekuasaannya dan bukan miliknya. Juga tidak bisa dijual 
kepadanya sesuai dengan nilainya (harganya), karena harga barang 
tersebut tidak jelas dan hanya bisa diketahui dengan taksiran dan dugaan. 
e. Jual beli pada akad yang pertama bukan barter barang dengan barang 
ribawi yang tidak boleh ditukar dengan barang sejenis. 
f. Masing-masing pihak harus mengetahui secara spesifik tentang ukuran, 




Berkaitan dengan modal asal, tidak semua hal dapat dianggap sebagai 
modal. Modal dalam akad murabahah merupakan jumlah harga yang harus 
dibayar pembeli pertama sesuai dengan kesepakatan transaksi. Maksudnya adalah 
modal merupakan sesuatu yang digunakan untuk memiliki barang dagangan dan 
menjadi wajib dengan akad, bukan uang tunai yang diterima setelah transaksi 
sebagai ganti dari harga yang disepakati dalam transaksi. Adapun hal-hal yang 
bisa dimasukkan kedalam modal adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk 
barang dagangan dan menyebabkan bertambahnya barang dagangan, baik secara 
substansi maupun nilai. 
Jika seseorang membeli pakaian dengan harga sepuluh dirham, kemudian 
membayarnya secara kontan dengan dinar atau pakaian sebagai ganti sepuluh 
dirham, maka modal di sini adalah sepuluh dirham, bukan dinar atau pakaian. 
Sehingga yang harus dibayar sesuai dengan transaksi adalah sepuluh dirham. 
                                                                   
44
 Wahbah az-Zuhaili, Op. Cit., h. 358-360. 
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Secara prinsip, jika penjual tidak memberitahu biaya modal dan margin 
yang didapatnya, kondisi barang, serta hal-hal yang berkaitan dengan pembelian 
seperti cara pembelian, maka pembeli memiliki pilihan:
 46
 
a. Melanjutkan pilihan seperti apa adanya. 
b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang 
dijual. 
c. Membatalkan kontrak. 
 
4. Akad  Murabahah pada Perbankan Syari’ah 
Pelaksanaan akad murabahah di perbankan syari’ah diatur oleh Undang-
undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syari’ah dan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
(DSN-MUI). Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang Murabahah, 
dapat dijelaskan bahwa jual-beli murabahah adalah penjualan suatu barang dengan 
menegaskan (menjelaskan) harga belinya kepada pembeli, kemudian pembeli 
membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan.
47
 
Akad murabahah di Bank Syari’ah dapat terjadi karena adanya 
permohonan pembiayaan suatu barang atau aset yang diajukan Nasabah yang 
kemudian dikabulkan oleh bank. Setelah nasabah mengajukan permohonan 
pembiayaan suatu barang atau aset, maka bank akan membeli barang atau aset 
tersebut secara sah dari pedagang. Bank kemudian menawarkan aset tersebut 
kepada nasabah dan nasabah harus menerimanya sesuai dengan janji yang telah 
disepakatinya. Dalam kontrak murabahah bank diperbolehkan membebankan 
jaminan kepada nasabah dengan tujuan agar nasabah serius dengan pesanannya. 
                                                                   
45
 Ibid., h. 361-362. 
46
 Fithriana Syarqawie, Op. Cit., h. 67. 
47
 Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tahun 2000 tentang Murabahah. 
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Dalam akad murabahah, bank dibolehkan meminta nasabah untuk 
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Uang 
muka tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan keduanya. Jika kemudian 
nasabah menolak untuk membeli barang yang dipesan, maka biaya riil bank harus 
dibayar dari uang muka tersebut. Jika nilai uang muka kurang untuk menutupi 
kerugian bank maka bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada 
nasabah. Jika uang muka tersebut kemudian memakai kontrak ‘urbun
48
 sebagai 
alternatif dari uang muka maka:
49
 
a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal 
membayar sisa harga.  
b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal 
sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, 
dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi 
kekurangannya.  
Pada saat akad murabahah dipraktikkan di Bank Syari’ah, akad murabahah 
tidak berdiri sendiri. Pada umumnya, akad murabahah digandengkan dengan akad 
al-wa'd (janji) dan pemberian kuasa (wakalah). Penggandengan akad ini dalam 
literatur disebut 'aqd al-murabahah li al-amir bi al-syira’. Secara harfiah dapat 
diartikan sebagai akad murabahah yang disertai dengan perintah untuk membeli. 
Wakalah disini merupakan akad dimana bank mewakilkan kepada nasabah untuk 




Adapun aplikasi akad murabahah pada Bank Syari’ah dapat digambarkan 
dengan skema sebagai berikut: 
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Berdasarkan gambar skema di atas, maka dapat dijelaskan dengan uraian 
sebagai berikut: 
1) Nasabah mengajukan pembelian suatu barang atau aset kepada bank 
dengan akad murabahah.  
2) Bank kemudian mewakilkan kepada nasabah untuk mencari dan membeli 
barang atau aset sesuai spesifikasi yang diajukannya. 
3) Setelah nasabah menemukan barang atau aset yang ingin dibelinya, bank 
membeli barang atau aset tersebut dari penjual. Harga beli tersebut harus 
diketahui oleh nasabah. 
4) Bank lalu menjualnya kepada nasabah. Sebelum membuat sebuah 
perjanjian, mereka bersepakat mengenai besaran uang muka, besaran laba, 
besaran modal, jumlah angsuran, jaminan dan jangka waktu perjanjian. 
5) Setelah mereka bersepakat satu sama lain, kemudian membuat perjanjian 
murabahah.  
 
5. Bai’ Murabahah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) mengklasifikasikan 











dalam rumpun transaksi yang bersifat jual-beli. Sebagai dasar dalam bai’ 
murabahah tersebut KHES mengatur bahwa:
51
 
1. Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian 
barang yang telah disepakati spesifikasinya. 
2. Penjual harus memberi barang yang diperlukan pembeli atas nama 
penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba. 
3. Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barnag 
kepad pembeli berikut biaya yang diperlukan. 
Secara garis besar ketentua mengenai bai’ murabahah dalam KHES 
tersebut tidak berbeda jauh dengan teori akad murabahah secara umum. Hanya 
saja, KHES lebih spesifik mengatur tentang akad murabahah yang umum 
dipergunakan dalam transaksi-transaksi di bidang ekonomi syari’ah. Hal ini wajar 
mengingat KHES merupakan salah satu pedoman yang digunakan oleh para 
Hakim di Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa ekonomi syari’ah.  
KHES memuat ketentuan-ketentuan bai’ murabahah yang meliputi syarat-
syarat hyang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli, prosedur mewakilkan 
dalam akad, syarat sahnya objek jual beli, tentang uang muka, sistem pembayaran 
terhadap objek akad, dan tentang keringan yang diberikan kepada pembeli apabila 




C. Konsep Wanprestasi dalam Akad Syari’ah 
1. Pengertian Wanprestasi 
Wanprestasi merupakan istilah dari Bahasa Belanda “wanprestastie” yang 
berarti tidak dipenuhinya prestasi dalam suatu perikatan. Dalam praktik hukum di 
Indonesia, wanprestasi dikenal juga dengan cedera janji, ingkar janji, tidak 
memenuhi prestasi, atau prestasi buruk. Sedangkan dalam KHES wanprestasi 
didefinisikan sebagai keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak 
memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan 
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 50 




Secara terminologi, wanprestasi adalah keadaan dimana tidak dipenuhinya 
prestasi yang telah ditetapkan dalam perjanjian baik sebagian atau seluruhnya 
akibat perbuatan lalai. Seseorang dikatakan wanprestasi apabila dalam 
melaksanakan perjanjian tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut 
selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.
54
 Dalam Pasal 36 KHES 
dijelaskan bahwa para pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila: 
1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya 
2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang 
dijanjikan 
3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat 
4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 
Lalai dalam melakukan prestasi dapat terjadi karena dua hal, yaitu karena 
adanya keadaan memaksa dan kesalahan. Keadaan memaksa atau overmach 
merupakan suatu keadaan atau kejadian yang terjadi secara tidak sengaja atau 
tidak terduga, sehingga menghalangi seseorang untuk melakukan prestasinya. 
Sehingga tidak dapat disalahkan seluruhnya kepadanya. Sedangkan kesalahan 
merupakan sesuatu yang terjadi akibat kesengajaan seseorang. Dalam kasus lalai 
tersebut terjadi karena kesalahan yang disengaja, maka pihak yang melakukannya 
akan lebih banyak mengganti kerugian. 
Dalam hal debitur lalai melaksanakan prestasinya, maka akan terjadi 
akibat hukum yang harus ditanggungnya. Akibat hukum bagi debitur tersebut 
adalah memberikan atau mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Biaya yang 
dimaksud adalah segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah 
dikeluarkan kreditur. Kerugian disini mencakup segala akibat negatif yang 
menimpa kreditur akibat kelalaian debitur atau kerugian nyata yang didapat atau 
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diperoleh pada saat perikatan itu diadakan baik secara materiil maupun 
inmateriil.
55
 Dalam Pasal 1243 KUH Perdata, disebutkan bahwa:  
Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu 
perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah 
dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau 
jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat 
diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah 
dilampaukannya. 
Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi debitur melewati jangka 
waktu, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan dan 
menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan 
somasi. Seorang debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberi 
somasi oleh kreditur namun tidak mengindahkannya atau tetap tidak dapat 
memenuhi prestasinya. Apabila hal ini terjadi, maka kreditur dapat 
menyelesaikannya secara musyawarah, non litigasi, maupun melalui jalur litigasi. 
Penyelesaian wanprestasi ini tergantung pada pilihan penyelesaian sengketa yang 
tercantum dalam isi perjanjian.
56
 Jika memilih penyelesaian melalui jalur litigasi, 
gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang mewiliyahi temapat tinggal 
para pihak dan atau tempat obyek akad. 
 
2. Bentuk-bentuk Wanprestasi 
Wanprestasi berarti tidak bisa memenuhi prestasi. Tidak bisa memenuhi 
prestasi ini tidak hanya berbentuk tidak terpenuhi prestasi secara keseluruhan. 
Bentuk-bentuk perbuatan yang dapat digolongkan sebagai wanprestasi menurut 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah yaitu:
57
 
1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya 
2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang 
dijanjikan 
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3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat 
4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 




a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali. 
b) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Dalam hal ini, debitur 
memenuhi prestasi namun dalam pemenuhannya tidak dapat tepat 
waktu. 
c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur dalam hal 
ini memenuhi prestasi, namun yang ia penuhi itu keliru. Apabila 
prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur 
masih dikatakan wanprestasi. 
Ahmadi Miru dalam pemaparannya menggolongkan hal-hal yang 
dianggap sebagai wanprestasi menjadi empat. Seseorang dianggap melakukan 
wanprestasi apabila sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan 
tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, atau melakukan apa yang dalam 
perjanjian dilarang untuk dilakukan.
59
 
 Selaras dengan pemaparan Ahmadi Miru, Subekti secara rinci 
memaparkan bahwa seorang debitur dapat dianggap lalai terhadap janjinya apabila 
telah memenuhi kriteria berikut: 
1) Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya, 
2) Dalam kasus ini debitur tidak memenuhi kewajiban yang ia sanggupi 
dalam perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh 
undang-undang dalam jenis perikatan yang timbul karena undang-
undang, 
3) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya;  
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4) Debitur melaksanakan atau memenuhi prestasi yang dijanjikannya 
tepat waktu, tetapi dalam pemenuhannya tidak sesuai dengan apa yang 
ia janjikan,  
5) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi kadaluwarsa, 
6) Dalam hal ini debitur memenuhi prestasinya tetapi tidak sesuai dengan 
waktu yang dijanjikan atau terlambat, 





3. Ganti Rugi dalam Wanprestasi 
Ganti rugi dalam hukum perdata timbul dikarenakan adanya wanprestasi 
atau perbuatan melawan hukum.
61
Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi 
muncul saat ada pihak yang tidak melaksanakan komitmen dalam perjanjian. 
Apabila hal ini terjadi dan pihak lainnya menderita kerugian, maka menurut 
hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 
1243 KUHPerdata. Dalam Pasal ini dijelaskan bahwa penggantian biaya, kerugian 
dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur 
lalai. Lalai yang dimaksud adalah akibat kesengajaan debitur. 
Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur terdiri atas 
kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang seharusnya dapat ia terima 
bila debitur tidak melakukan wanprestasi.
62
 Debitur hanya diwajibkan mengganti 




Apabila debitur tidak dapat membuktikan bahwa wanprestasi yang 
dilakukannya akibat suatu hal yang tidak terduga, maka ia dapat dikenai sanksi 
meskipun sebenarnya ia tidak memiliki iktikad buruk. Sanksi tersebut berupa 
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penggantian biaya, kerugian, dan bunga.
64
 Debitur bisa terbebas dari sanksi 
tersebut apabila ia dapat membuktikan bahwa telah terjadi keadaan memaksa 
sehingga ia terhalang untuk memenuhi prestasi.
65
 
Istilah wanprestasi tidak dikenal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syari’ah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah istilah ini digantikan 
dengan istilah ingkar janji. Pada pasal 37, menyebutkan bahwa: 
Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat 
perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar 
janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam 
akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang 
ditentukan. 
Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa ingkar janji terjadi apabila terdapat 
sebuah perintah atau sebuah akta yang menyatakan ingkar janji. Selain itu, ingkar 
janji bisa terjadi apabila dalam perjanjian terdapat klausul yang menyatakan 
bahwa apabila pada batas waktu yang ditentukan debitur tidak dapat memenuhi 
janjinya maka ia dianggap ingkar janji.  
Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi, yaitu: 
membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, atau membayar 
biaya perkara. 
66
 Sanksi tersebut dapat dijatuhkan apabila: 
a) Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, 
tetap melakukan ingkar janji. 
b) Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan 
atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. 
c) Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa 
perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.
67
 
d) Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang menghalangi seseorang 
untuk berprestasi, halangan tersebut muncul di luar kesalahan orang 
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- Peristiwa tersebut terjadi secara tidak terduga oleh para pihak. 
- Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada 
pihak yang harus melaksanakan prestasi. 
- Peristiwa tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan 
prestasi. 
- Tidak ada iktikad buruk dari pihak yang harusnya melakukan 
prestasi.  
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